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ABSTRAK 

Azzalia Kurnianingrum. 2017, SKRIPSI, Judul: “Analisis Penerapan Perencanaan 

Pajak Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak (Studi 

Kasus pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk)”. 

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA. 

Kata Kunci : Manajemen pajak, perencanaan pajak, penghematan pajak, PPh 

badan terutang, evaluasi perencanaan pajak. 

 

  

Perencanaan pajak sebagai upaya dari suatu tindakan penekanan 

beban berupa penghindaran pajak yang tidak merugikan pemerintah dan 

dilakukan dengan cara legal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

perencanaan pajak yang tepat dalam rangka mengefisiensikan beban pajak 

perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui 

teknik dokumentasi pengumpulan data yang diambil dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan melalui pojok BEI disertai dengan studi pustaka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sidomuncul Tbk telah menerapkan perencanaan pajak dalam hal 

memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan 

sebagai pengurang penerapan tersebut melalui pemastian perseroan dalam  

memberikan remunerasi karyawan di atas standar pengupahan minimum yang 

ditetapkan pemerintah. Selain gaji tetap, remunerasi yang diterima karyawan 

berupa fasilitas dan tunjangan. Perusahaan perlu menerapkan upaya penghindaran 

pemerikasaan pajak oleh Direktorat jendral pajak yang dilakukan terhadap wajib 

pajak, meminta pengajuan penurunan angsuran PPh Pasal 25, dan menghindari 

lebih bayar pajak agar tidak ada denda atau sanksi atas pajak. Evaluasi 

perencanaan pajak pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

memberikan hasil bahwa perencanaan pajak sebaiknya tidak dilaksanakan karena 

tingkat kerugian yang timbul dari perencanaan pajak namun gagal dalam 

pelaksanaannya memiliki nilai yang lebih besar daripada keuntungan atas 

dilaksanakannya perencanaan tersebut. 
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ABSTRACT 
 

Azzalia Kurnianingrum. 2017, Thesis, Title: "An Analysis of Tax Planning 

Implementation as an Efforts to be Efficient of Tax Expense 

(Case Study on PT Industrial Jamu and Pharmaceutical of Sido 

Muncul Tbk)". 

Counselor : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA. 

Keywords : Tax management, tax planning, tax savings, income tax payable, 

tax planning evaluation. 

 

  

Tax planning is as an effort to press tax expense emphasis in the form of 

tax evasion that does not harm the government and it is done in a legal way. So, 

this research aimed at performing the appropriate tax planning in order to be 

efficient the corporate tax expense 

This research used descriptive method with qualitative approach. The data 

used secondary data collected through documentation technique of data collection 

that was taken from the company's annual financial report through the BEI corner 

and it was accompanied by literature study. 

The results of this study indicated that PT Industry of Jamu and 

Pharmaceutical of Sidomuncul Tbk implemented tax planning in maximizing 

fiscal cost and minimizing the cost that was not allowed as a redactor of the 

implementation through the company's assurance in providing employee 

remuneration above the minimum wage standard that had been set by the 

government. In fixed salaries, remuneration that was received by the employee‟s 

facilities and benefits. The company needed to implement tax avoidance measures 

by the taxes General Directorate that was conducted on taxpayers, requesting the 

submission of decrease of Income Tax of Article of 25, and avoiding overpayment 

of taxes in order to avoid fines or tax penalties. The Evaluation of tax planning at 

PT Jamu and Pharmaceutical Industry of Sido Muncul Tbk gave the result that tax 

planning should not be implemented because of the level of loss arising, It was 

failed in its implementation that had greater value than the profit of the tax 

planning. 
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 الدستخلص
، البحث الجامعى، العنوان: "تحليل تطبيق التخطيط 7102. عام 7102عزليا كورنيانيجروم. 

لصناعات الادوية العشبية وا الشركة الضريبة كما اللجهود لتًشيد النفقات الضريبية )دراسة حالة في
 سيدو مونجول ت ب ك( والصيدلة

 الدشرفة: الحاجة نينا دوى ستياننغسيو، الداجستيرة
الكلمات الرئيسية: إدارة الضرائب، التخطيط الضريبي، وفورات الضرائب، ضريبة الدخل على 

 .الشركات الدائنة ، وتقييم التخطيط الضريبي
 

  

لإجراءات قمع الحمل في شكل التهرب من دفع الضرائب التخطيط الضريبي ىو محاولة ا
التى لا تؤذي الحكومة والتي تقوم بها القانونية. وىكذا وتهدف ىذه الدراسة لادراء التخطيط الضريبي 

 .الصحيح لتًشيد النفقات الضريبية على الشركة
نات يستخدم ىذا البحث الدنهج الوصفي مع نهج نوعي. البيانات الدستخدمة ىي البيا

الثانوية التي تم جمعها من خلال أسلوب جمع البيانات التى توثيق من البيانات الدالية السنوية للشركة 
 .و ترافقها الأدب البرصة الاندونسية من خلال

سيدو  والصناعات الادوية العشبية والصيدلة واظهرت نتائج ىذه الدراسة إلى أن الشركة
من حيث تعظيم التكاليف الدالية وتقليل التكاليف التي مونجول ت ب ك نفذت التخطيط الضريبي 

لا تسمح كخصم من التطبيق من خلال التثبت من الشركة في توفير مكافآت الدوظفين فوق 
مستوى الحد الأدنى للأجور التى حددت الحكومة. مع راتب ثابت، ومكافآت العاملين في شكل 

د التهرب الضريبي الفحص من قبل الدديرية العامة البدلات والدزايا. تحتاج الشركات إلى تطبيق جهو 
للضرائب التي أدخلت على دافعي الضرائب، وطلب تقديم انخفاضا في أقساط ضريبة الدخل الدادة 

، وتجنب الزيادة الدفرطة في الضرائب بحيث لا غرامات أو عقوبات على الضرائب. تقييم 72
سيدو مونجول ت ب ك يوفر  العشبية والصيدلةوالصناعات الادوية  الشركة التخطيط الضريبي في

الفائدة أن التخطيط الضريبي لا ينبغي الاضطلاع بها لأن الخسائر الناتجة عن التخطيط الضريبي 
 .لكنها فشلت في ممارسة مع القيم الأكبر من الربح على تلك الخطة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - 

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1). Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang pembayarannya dapat di 

paksakan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang – Undang. Sehingga 

menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan 

pemerintah.  

Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk 

pembangunan. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) yang 

berbunyi “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan 

untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang‟‟. Pemerintah memerlukan 

dana untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, yang sebagian besar berasal 

dari penerimaan pajak. Di Indonesia, pajak merupakan penyumbang pendapatan 

negara terbesar. Hal ini terbukti dari data APBN 2016 yang tersaji dalam diagram 

di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Pendapatan Negara  

Keterangan Jumlah Nominal Presentase 

Kepabeanan dan Cukai  Rp        186.500.000.000.000  10% 

Pajak  Rp     1.360.200.000.000.000  75% 

Penerimaan Hibah  Rp            2.000.000.000.000  0% 

PNBP  Rp        273.800.000.000.000  15% 

TOTAL  Rp     1.822.500.000.000.000  100% 

  Sumber: Hasil pengolahan penulis dari data publikasi APBN 2016 

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa kontribusi pajak 

memiliki presentase sebesar 75% dari total pendapatan negara, dengan nominal 

sebesar Rp 1.360,2 T. Posisi kedua di duduki oleh PNBP dengan presentase 

sebesar 15% dari total pendapatan negara. Sedangkan kepabeanan dan cukai 

mendapat posisi ke tiga dengan nominal yang lebih rendah dari PNBP yaitu 

sebesar Rp 186,5 T. dan dana hibah mendapat pendapatan dengan nominal 

terendah, yaitu sebesar Rp 2 T. Target pendapatan negara naik Rp.60,9 T dari 

APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,5%. Kenaikan tersebut terutama bersumber 

dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp.57,4 T. Target penerimaan 

perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi 

perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan administrasi 

perpajakan yang komprehensif. Selain itu, Pemerintah juga mempertimbangkan 

upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada dalam perekonomian 

dengan tetap memperhatikan iklim investasi. Berbagai kebijakan dalam sebuah 

ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. 
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Uraian diatas memberikan indikasi bahwa betapa pentingnya peran pajak 

bagi negara. Sehingga diperlukan pondasi yang baik dalam pelaksanaannya. 

Untuk membangun pondasi perpajakan yang baik, sehingga dapat dijadikan 

sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka perlu 

dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan 

(tax reform).  

Tax reform merupakan suatu pembaruan/perombakan yang dilakukan 

pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, 

dengan melakukan perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan dan 

pemungutan pajak, yakni official assessment system menjadi self assessment 

system. Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, 

baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban 

perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi 

peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Dalam self assessment system ini 

pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh 

wajib pajak karena dengan hal itu wajib pajak dapat melakukan kewajiban 

perpajakan dengan benar pula. Sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.  

Di lain pihak, bagi wajib pajak perusahaan dalam praktik bisnisnya, 

perusahaan mengidentikkan pajak sebagai beban. Karena secara ekonomis, pajak 

merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan 

kembali oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk 

meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya 
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seoptimal mungkin. Namun dengan adanya tax reform atas sistem perpajakan dari 

official assessment system menjadi self assessment system memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk dapat menghitung pajaknya sendiri. Sehingga 

banyak perusahaan berlomba lomba membuat manajemen pajak agar beban pajak 

yang mereka keluarkan menjadi minimal dan mengoptimalkan laba yang 

diperoleh perusahaan. Dalam manejemen perpajakan terdapat 3 aspek yang harus 

diperhatikan yaitu dalam hal merencanakan pajak, kepatuhan membayar pajak, 

dan pengendalian pajak. Diantara 3 aspek tersebut yang sangat diperhatikan yaitu 

aspek perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan dengan tidak benar, akan tetapi perencanaan pajak 

merupakan suatu cara untuk memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan 

peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan 

pemerintah serta dilakukan dengan cara yang legal (Muljiono, 2009:2). Didalam 

undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau di peroleh dalam bentuk natura dam/atau kenikmatan dari wajib pajak atau 

pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma 

perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Dari 

peraturan yang dipaparkan tersebut maka pemberian tunjangan kepada karyawan 

dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan (fringe benefit) dapat sebagai 

salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower 
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bracket). Karena pada dassarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan 

dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut 

diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang 

menerimanya. 

Hal lain yang memotivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak 

adalah karena adanya trade off Akuntansi – Pajak. Yang dimana apabila laba 

akuntansi tinggi, maka akan diikuti dengan adanya pajak yang besar. 

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk 

memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return), karena pajak ikut 

mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi 

perusahaan. Guna melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan 

pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan yang sengaja 

dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek 

yang secara ekonomi hakikatnya sama. Perencanaan pajak umumnya selalu 

dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. 

Kalau transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk 

dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Karena itu, setiap wajib pajak akan 

membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara seksama. 

Upaya meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

mulai dari penghindaran pajak (tax avoidance) hingga penggelapan pajak (tax 

evation). Upaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak 

yang masih dalam lingkup legal dan tidak melanggar ketentuan peraturan 
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Undang-Undang perpajakan dan lebih kepada pemanfaatan kelemahan peraturan 

perpajakan maupun sumber daya (fiskus). 

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian 

kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba kotor dan 

pengeluaran selain pajak atas alternative perencanaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dian (2012) yang 

berjudul Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak 

Terutang Studi Kasus pada PT GL HI-Tech Indonesia. Dari penelitiaan sekarang 

dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun 

persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perencanaan 

pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan 

evaluasi perencanaan pajak. Evaluasi ini dilakukan setelah melakukan 

perencanaan pajak. Evaluasi ini akan menghasilkan 3 kategori hasil, antara lain: 

tidak melaksanakan perencanaan pajak, menerapkan perencanaan pajak dan 

berhasil, dan menerapkan perencanaan pajak, namun gagal dalam pelaksanaannya. 

Perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lain yang mungkin 

terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-pos yang dikurangkan 

dari perhitungan pajak (deductible items) yang dapat dibawa ke pengadilan.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 
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Tbk merupakan suatu entitas bisnis yang bergerak dibidang industri pengelolaan 

jamu tradisional, dan farmasi karena merupakan salah satu perusahaan yang 

menjadi yang menjadi wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang industri 

herbal bertaraf modern yang senantiasa berupaya untuk memberikan produk-

produk yang baik dan menyehatkan bagi seluruh konsumennya, dan dengan 

demikian memberikan nilai positif bagi masyarakat. Sebagai perusahaan BUMN 

yang berorientasi laba maka pihak manajemen akan berusaha untuk mendapatkan 

laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada termasuk 

beban pajak. Berikut data laporan laba sebelum pajak 4 tahun terakhir: 

Tabel 1.2 

Laba Sebelum Pajak 

Tahun Laba Sebelum Pajak 

2015 Rp. 560.399.000.000 

2014 Rp. 545.651.000.000 

2013 Rp. 582.658.000.000 

2012 Rp. 513.621.000.000 
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari laporan keuangan tahunan 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak pada PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mengalami peningkatan dan 

penurunan secara fluktuatif. Dengan adanya hal tersebut, sebagai perusahaan 

profit oriented, perlu dilakukannya manajemen strategi dibidang perpajakan 

dengan tujuan untuk mengefisensikan beban pajak. Namun cara tersebut dapat 

dilakukan dengan cara yang legal dan tidak merugikan pemerintah. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak 

(Studi Kasus pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk? 

2. Apakah perencanaan pajak dapat menghemat beban pajak pada PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk? 

3. Bagaimana evaluasi dari hasil perencanaan pajak pada PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul Tbk? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

2. Untuk mengetahui bahwa perencanaan pajak dapat menghemat beban 

pajak pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

3. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul Tbk layak untuk dilaksanakan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori, terutama kajian mengenai penerapan perencanaan 

pajak sebagai upaya untuk mengefisiensikan beban pajak.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai aplikasi untuk menambah dan mengembangkan wawasan 

penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sebagai masukan 

baik untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dan 

praktek yang ada. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam 

mempertimbangkan informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan tahunan perusahaan.  

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, dan untuk 

menghindari melebarnya permasalahan maka perlu adanya batasan masalah 

sehingga pembahasan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

hanya mengacu pada aspek keuangan, yaitu laporan keuangan tahun 2015 yang 

telah diaudit.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk mengkaji penelitian ini, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan 

memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut: 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak 

adalah penelitian Usamah (2015) menyebutkan bahwa penghitungan PPh 21 

dengan memberikan tunjangan yang diambil dari kesejahteraan karyawan lebih 

menguntungkan bagi pihak rumah sakit, yaitu beban yang mana berupa 

kenikmatan karyawan bisa dibebankan pada Rumah Sakit karena diwujudkan 

dalam bentuk tunjangan. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura 

dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja. 

Qorry (2015) menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan di Pabrik 

Gula Lestari masih terdapat kekeliruan, Pabrik Gula Lestari melakukan 

pemotongan PPh 21 atas tunjangan kesehatan, seharusnya tunjangan atas 

kesehatan yang diberikan dalam bentuk natura yaitu penyediaan layanan 

kesehatan berupa Rumah Sakit ini tidak dipotong PPh 21. Perencanaan pajak 

dipabrik gula lestari juga masih perlu diperbaiki dengan menggunakan penerapan 

metode gross up, dimana tunjangan pajaknya dipotong sebesar PPh 21 yang harus 

disetor. Dengan metode gross up tersebut perusahaan akan mampu menghemat 

pajak sebesar Rp. 15.184.320 dari metode tunjangan pajak.  
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Denty (2014) perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak 

penghasilan sebelum adanya perencanaan pajak pada tahun 2010 sebesar Rp 

843,047,571 dan pajak penghasilan setelah perencanaan pajak sebesar Rp 

812,194,049. Selisih sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp 

30,853,522. Dari analisis diatas menunjukkan bahwa RS. Kaliwates Jember belum 

melakukan perencanaan pajak secara optimal, karena masih adanya biaya-biaya 

yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika pihak Rumah Sakit menerapkan 

perencanaan pajak maka pihak Rumah Sakit dapat menekan atau meminimalkan 

jumlah pajak yang dibayarkan, seperti yang telah dilakukan peneliti yang 

menghasilkan selisih pajak penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak 

sebesar Rp. 30,853,522 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dengan melakukan perencanaan pajak maka pihak Rumah Sakit dapat menghemat 

pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan. 

Noviandi (2013) penerapan perencanaan pajak di PT Graha Mitra Sukarami 

telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang PPh No.36 Tahun 2008 sehingga 

tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi efisiensi pembayaran beban 

pajak penghasilan. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi atau 

langkah perbaikan adalah agar penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada 

PT Graha Mitra Sukarami tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan 

peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku, serta perusahaan harus 

mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan. 

Dian, dkk (2012) metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT GL 

HI-Tech Indonesia adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan 

melakukan penundaan pendapatan, memaksimalkan biaya material servis dengan 
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mempercepat pengakuan pengeluaran, pembuatan daftar nominatif untuk biaya 

entertainment, memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan 

dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, pemilihan 

metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun serta dan 

pembelian aset perusahaan dengan sewa guna usaha. 

Robiatul (2012) menjelaskan bahwa metode penyusutan yang digunakan 

adalah dengan metode garis lurus hal ini sudah baik karena apabila menggunakan 

metode saldo menurun maka perusahaan akan mengalami penurunan laba yang 

sangat siknifikan dan hal ini akan berimbas kepada kepercayaan public maka dari 

itu perlu kebijakan – kebijakan yang tepat dalam hal Tax Planning yang 

digunakan 
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Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Indikator 

atau Fokus 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Usamah 2015 

Perencanaan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 21 pada 

RS ABC di 

Jawa Timur 

 

Natura yang 

diwujudkan 

dalam bentuk 

Tunjangan 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penghitungan PPh 21 

dengan memberikan 

tunjangan yang diambil 

dari kesejahteraan 

karyawan lebih 

menguntungkan bagi 

pihak rumah sakit, yaitu 

beban yang mana berupa 

kenikmatan karyawan 

bisa dibebankan pada 

Rumah Sakit karena 

diwujudkan dalam 

bentuk tunjangan. 

2 Qorry 2015 

Analisis 

Perencanaan 

Pajak 

Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 

karyawan tetap 

pada Pabrik 

Gula Lestari 

Kecamatan 

Perencanaan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 21, 

Perhitungan 

Pajak 

Penghasilan 

pasal 21, 

Rekap Gaji 

Karyawan PG. 

Lestari 

Metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

perhitungan pajak 

penghasilan di Pabrik 

Gula Lestari masih 

terdapat kekeliruan, 

Pabrik Gula Lestari 

melakukan pemotongan 

PPh 21 atas tunjangan 

kesehatan, seharusnya 

tunjangan atas kesehatan 

yang diberikan dalam 

bentuk natura yaitu 

penyediaan layanan 

kesehatan berupa Rumah 

Sakit ini tidak dipotong 

PPh 21. Perencanaan 

pajak dipabrik gula 

lestari juga masih perlu 

diperbaiki dengan 

menggunakan penerapan 

metode gross up, dimana 

tunjangan pajaknya 

dipotong sebesar PPh 21 

yang harus disetor.  
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Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Tahun, 

Judul Penelitian 

Variabel dan 

Indikator atau 

Fokus 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

 

 

Hasil Penelitian 

3 Denty 2014 

Perencanaan 

Pajak 

Penghasilan 

sebagai Upaya 

Penghematan 

Pajak Pada Wajib 

Pajak Badan 

(Pada Rumah 

Sakit Kaliwates 

PTPN XII 

Jember) 

PPh Pasal 21, 

Tunjangan 

Metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Hasil penelitian 

tersebut dapat 

disimpulkan bahwa 

dengan melakukan 

perencanaan pajak 

maka pihak Rumah 

Sakit dapat 

menghemat pajak 

penghasilan terutang 

pada wajib pajak 

badan, dan pihak 

Rumah Sakit harus 

selalu mengikuti 

perkembangan 

peraturan perpajakan, 

sehingga nantinya 

dapat melakukan 

perencanaan pajak 

dengan tepat. 

4 Noviandi 2013 

Analisis 

Penerapan Tax 

Planning dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Efisiensi 

Pembayaran 

Beban Pajak 

Penghasilan pada 

PT. Graha Mitra 

Sukarami 

Penerapan Tax 

Planning, Pajak 

Penghasilan, 

Efisiensi 

Pendekatan 

kualitatif 

Penerapan 

perencanaan pajak di 

PT Graha Mitra 

Sukarami telah 

berjalan sesuai 

dengan Undang – 

Undang PPh No.36 

Tahun 2008 

Rekomendasi yang 

dapat diberikan 

sebagai koreksi atau 

langkah perbaikan 

adalah agar 

penerapan 

perencanaan pajak 

tetap dipertahankan. 
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Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

Nama Tahun, 

Judul 

Penelitian  

Variabel dan 

Indikator atau 

Fokus 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5 Robiatul 2012. 

Tax Planning 

Sebagai Upaya 

Untuk 

Meminimalkan 

Jumlah Pajak 

Penghasilan 

Yang Terutang 

Bagi Wajib 

Pajak Badan 

Pada PT. 

Nippon 

Indosari 

Corpindo Tbk 

Tax Planning, 

Manajemen 

Perencanaan 

Pajak 

Pendekatan 

kualitatif 

Metode penyusutan yang 

digunakan adalah dengan 

metode garis lurus hal ini 

sudah baik karena 

apabila menggunakan 

metode saldo menurun 

maka perusahaan akan 

mengalami penurunan 

laba yang sangat 

siknifikan dan hal ini 

akan berimbas kepada 

kepercayaan public maka 

dari itu perlu kebijakan – 

kebijakan yang tepat 

dalam hal Tax Planning 

yang digunakan 

6 Dian, dkk 

2012 artikel 

dengan judul 

Perencanaan 

Pajak Dalam 

Rangka 

Penghematan 

Pembayaran 

Pajak Terutang 

Studi Kasus 

pada PT GL 

HI-Tech 

Indonesia 

Manajemen 

pajak, 

perencanaan 

pajak, 

penghematan 

pajak, PPh 

terutang badan 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

wawancara, 

dokumentasi 

dan 

observasi 

Metode perencanaan 

pajak yang bisa 

diterapkan pada PT GL 

HI-Tech Indonesia 

adalah memaksimalkan 

penghasilan yang 

dikecualikan, Melakukan 

penundaan pendapatan, 

Memaksimalkan biaya 

material servis dengan 

mempercepat pengakuan 

pengeluaran, Pembuatan 

daftar nominatif untuk 

biaya entertainment, 

Memaksimalkan biaya 

penyusutan dan biaya 

perbaikan kendaraan 

dengan pemakaian 

kendaraan 100% untuk 

operasional perusahaan, 

Pemilihan metode 
Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2017 
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Jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama 

sama meneliti tentang perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisir beban 

pajak pada sebuah perusahaan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah penggabungan antara PPh Pasal 21 dengan 

PPh Badan memberikan hasil analisis perencanaan pajak yang lebih komplek. 

Dan disertai dengan evaluasi dari penerapan perencanaan yang dapat digunakan 

sebagai acuan pertimbangan perencanaan pajak perusahaan dengan cara 

menghitung laba dan rugi atas sebuah perencanaan. tanpa mengidahkan aspek lain 

seperti pihak yang berkepentingan dan pihak manajemen. Dengan cara diatas 

diharapkan akan memberikan hasil yang lebih signifikan dan relevan untuk dapat 

dijadikan referensi. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Pajak 

2.2.1.1 Definisi pajak  

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Suandy 

(2013:2):  

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama dalam membiayai public investment”. 

Selanjutnya, definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam 

Resmi (2014:1): 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapakn pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara 

umum”. 

Prof. Edwin R. A. Seligman dalam Essays in Taxation, (New York, 1925)  

berbunyi tax is a compulsory contribution from the person, to the government to 

defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to 

special benefit conferred (Early Suandy, 2013:8). 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. j. Feldmann dalam Resmi 

(2014:2): 
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“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum”.  

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Zain 

(2007:10): 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran 

umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.  

Selanjutnya, definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., 

Anderson Herschel M., & Brock Horace R. dalam Zain (2007:10): 

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan 

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.  

Mardiasmo (2016:1) Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur:  
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1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang.  Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.2.1.2 Fungsi pajak 

Ada dua fungsi pajak, yaitu: 

1) Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatur (cregulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.2.1.3 Pengelompokkan pajak  

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga 

pemungutnya. 
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a. Menurut golongannya 

Pajak dikelompokkan menjadi dua:  

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh pajak penghasilan 

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak 

pertambahan nilai. 

b. Menurut sifatnya 

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan diri wajib pajak. Contoh 

pajak penghasilan. 

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai 

dan pajak penjualan atas barang mewah.  

c. Menurut lembaga pemungutnya 

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, 

PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

daerah terdiri dari :  

1. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan. 

2.2.1.4 Sistem pemungutan pajak 

1) Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib 

pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbulsetelah 

dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Ciri – cirinya: : wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak bersifat aktif, mulai dari 

menghitung, menyetor fan melaporkan sendiri pajak yang terutang , dan 

fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

3) Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib 

pajak. 
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2.2.1.5 Tarif pajak 

Menurut Siti Resmi (2014:14), ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun 

dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar 

pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau 

sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), 

PPh pasal 26 (tarif 20%). PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), 

PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% 

untuk tahun 2009 serta untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan lain-lain. 

2. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun 

besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea 

meterai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk 

berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea meterai juga 

dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang 

ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Meterai. 

3. Pajak Progresif (Meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin 

meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif 

progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
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a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa presentasi tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan 

kenaikan presentase tersebut adalah tetap. 

b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa presentase tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan 

kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat. 

c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa presentase tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, 

tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun. 

4. Tarif Degrasif 

 Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

2.2.2 Pajak penghasilan 

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU 

Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 
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Menurut Waluyo (2008:87), mengemukakan Pajak Penghasilan 

merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau 

badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, 

proporsional atau regresif.  

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tanggal 

31 Desember 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana yang 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 Tanggal 23 September 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 4893 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3985), (selanjutnya dalam penelitian ini yang disebut sebagai UU PPh). 

Sesuai dengan UU PPh tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh 

Pasal 31 huruf e, Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 

dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perhitungan PPh 

terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 maka perhitungan 

PPh terutang yaitu sebagai berikut: 
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2. Penghasilan bruto lebih dari Rp.4.800.000.000 sampai dengan Rp. 

50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: 

Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang 

memperoleh fasilitas yaitu: 

                 
             

               
                          

Lalu kemudian menghitung Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 

bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: 

                                                        

3. Jika Penghasilan bruto lebih dari Rp. 50.000.000.000 maka perhitungan 

PPh terutang yaitu sebagai berikut: 

                                          

2.2.2.1 Subjek Pajak 

Berdasarkan UU PPh Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi 

subjek pajak adalah: 

a. Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

merupakan Subjek Pajak pengganti menggunakan NPWP dari WP 

orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. 
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c. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMND dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan 

laninnya termasuk perusahaan reksadana baik yang berbentuk 

perseroan terbatas maupun bentuk lainnya. 

d. Badan Usaha Tetap 

Yang dimaksud Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia. 

Subjek PPh dibedakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak 

Luar Negeri. 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 
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dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri 

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam  

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

2.2.2.2 Bukan Subjek Pajak 

 Berdasarkan UU PPh Pasal 3 ayat (1) dan tambahan ayat (2) menyebutkan 

bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat 
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 pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan 

 kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

 sama mereka. 

c. Organisasi-organisasi internasional. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional. 

2.2.2.3 Objek Pajak 

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

termasuk:  

a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 
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g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

2.2.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak 

 Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa yang 

dikecualikan dari objek pajak adalah: 
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a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia; 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

c. Warisan; 

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan 

Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau 

Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. 

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah; 
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h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi 

kerja maupun pegawai; 

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidan-bidang tertentu 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif; 

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia 

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan; 

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 

membidanginya; 

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.2.3 Pajak Penghasilan Badan 

  Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap 

Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun 

Pajak. Salahsatu yang menjadi Subjek adalah Badan. Menurutnya, Badan adalah 

terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan 

dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan 

pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah 

sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara 

umum bisa diuraikan sebagai berikut: 

2.2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 

Menurut Mardiasmo (2016:271), menjelaskan bahwa PPh pasal 22 

merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut 

oleh: 

a. Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-

lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan 
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barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas 

dan pejabat lain yang menjelaskan fungsi yang sama; 

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swast, berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, seperti 

kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; 

dan 

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 

penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

Objek Pemungutan PPh Pasal 22 

 Berdasarkan Peraturan, yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 

adalah: 

a. Impor barang; 

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral 

Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun 

Pemerintah Daerah; 

c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja Negara 

dan atau belanja daerah 

d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha 

yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif; 

e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha 

selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis 

premix dan gas 
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f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor indutri dan 

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian 

dan perikanan dari pedagang pengumpul; 

g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

2.2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggarahan 

kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Pengahasilan Pasal 2, yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 

badan usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Objek Pemungutan PPh Pasal 23 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: 

a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang; 

b. Royalti; 

c. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 

d. Sewa dan pengahasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan; dan 
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e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

2.2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang 

perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran Pajak dalam tahun berjalan dapat 

dilakukan dengan: 

a. Wajib pajak membayar sendiri (PPh 25) 

b. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh 21, 22, 23, 

dan 24) 

2.2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 29 

 Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) 

adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu 

sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi 

dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, 

Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran 

pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak 

tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir. 

Tarif PPh Pasal 29: 

 



36 
 

 
 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) : 

a. PPh 25 yang sudah dilunasi = 0.75 x jumlah penghasilan / omzet 

per bulan. 

b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25 

yang sudah dilunasi. 

2. Wajib Pajak Badan (WPB) : 

a. Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12. 

b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25 

2.2.3.5 Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 Ayat PPh 2) 

            Pajak  penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  dikenakan  pada  jenis  tertentu  dari 

penghasilan / pendapatan, dan berupa:  

1) Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi 

dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota masing-masing; 

2) Hadiah berupa lotere / undian; 

3) Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif 

perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh 

perusahaan modal usaha; 

4) Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas 

tanah dan / atau bangunan; dan 
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5) Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 Ketika pajak final dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang 

individu, dimana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, 

maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Dalam kasus transaksi yang 

terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan 

menyelesaikan pajak bukan penerima. 

2.2.4 Perencanaan Pajak 

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan 

agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan.Pada 

umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban 

pajak. 

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax 

burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 

berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka tax planning di sini sama 

dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha 

untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after taxreturn) karena pajak 

merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada 

pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 

Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak 

dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan 
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perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). 

Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah 

sebagai berikut: 

1) Tax saving, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan 

menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak 

pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau 

pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi 

kecildan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan 

yang besar. 

2) Tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan 

yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil 

jumlah pajak yang terhutang. 

Suandy (2008:7), tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali; 

2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan; 

3. Menunda pengakuan penghasilan 

4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain; 

5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk 

badan usaha baru; 

6. Menghindari pengenaan pajak ganda; 
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7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau 

membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak. 

Suandy (2008:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi 

kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga 

perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. 

2. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat 

menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. 

2.2.4.1 Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak : 

a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

b. Menyebar penghasilan kebeberapa tahun untuk menghindari pajak 

yang tinggi. 

c. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat. 

d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat 

diukursecara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi 

penghasilannya. 

2.2.4.2 Motivasi Perencanaan Pajak 

Mengacu pada Suandy (2016:12), motivasi dilakukannya perencanaan 

pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: 
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(1) Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), merupakan alternatif dari berbagai 

sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang 

mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain : 

a. Jenis Pajak yang akan dipungut. 

b. Subjek Pajak. 

c. Objek Pajak. 

d. Besarnya Tarif Pajak. 

e. Prosedur pembayaran Pajak. 

(2) Undang-undang Perpajakan (Tax Law). Tidak ada undang-undang yang 

mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 

dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara 

ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena 

adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam 

mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah 

(loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat 

kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. 

(3) Administrasi Perpajakan (Tax Administration). Indonesia sebagai negara 

yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong 

perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk 

menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena 
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adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan 

selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan 

sistem informasi yang belum efektif. 

2.2.4.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) 

 Suandy (2008:9), apabila dalam tax planning telah diketahui faktor-faktor 

yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-

langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal 

maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan 

telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak 

dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya 

menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah 

menyimpang dari tujuan manajemen pajak.  

 Suandy (2016:7), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua 

hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu: 

 Menerapkan peraturan perpajakan secara benar 

 Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

2.2.4.4 Pengendalian Pajak (Tax Control) 

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. 

Suandy (2016:11), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk 

memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. 

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran 

pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting 
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dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak 

pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan 

membayar lebih awal. 

2.2.4.5 Perbedaan Permanen dan Temporer 

Zain dan Sari (2007:38) mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan yang 

terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dengan Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat 

dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : Perbedaan permanen/tetap 

(Permanent Differences), perbedaan waktu/sementara (Timing Differences – 

Temporary Differences), kompensasi kerugian (Operating Loss 

Carryforwards). Adapun Penjelasan mengenai kategori diatas, adalah sebagai 

berikut: 

1. Perbedaan Permanen/Tetap (Permanent Differences) 

 Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

a. Ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang 

secarakomersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. 

b. Ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh 

dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan 

sebagai biaya. 
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 Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan 

Interperiode (Interperiode Income Tax Allocation), karena perbedaan 

tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik 

temunya atau saldo tandingnya (Counterbalance). 

 Zain dan Sari (2006:39), pada perusahaan yang ada Penghasilan 

Tidak Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal yang tidak boleh 

dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan Beban PPh yang dihitung berdasarkan 

Penghasilan SebelumPajak, sedangkan apabila pada perusahaan 

terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, 

PPh Terutangnya akan menjadi lebih besar apabila dibandingkan 

dengan Beban PPh. Perbedaan permanen ini berkaitan juga dengan 

rekonsiliasi. 

2. Perbedaan Waktu/Sementara (Timing Differences – Temporary 

Differences).  

 Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya 

yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode 

akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang 

komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode 

yang bersangkutan. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan 

waktu masih memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan, yaitu : 
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1) Dalam rangka perbedaan waktu tersebut, apakah diperlukan 

alokasi pajak interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak 

interperiode. 

2) Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode, apakah 

pendekatannya secara komprehensif atau hanya parsial untuk 

perbedaan waktu tertentu saja dan apakah akan digunakan metode 

tangguhan (the deffered method) yang berbasis pada tarif pajak 

yang diharapkan, atau metode pajak neto (the net-of-tax method). 

Perbedaan Waktu atau Temporer dapat berupa: 

a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary 

differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan 

jumlah kena pajak (taxable amounts) untuk perhitungan laba 

fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva 

dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut 

dilunasi (settled). Apabila taxable temporary differences 

dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat 

future tax liability yang sama dengan deffered tax liability. 

b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible 

temporary differences) adalah perbedaan temporer yang 

menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan 

(deductible amount) untuk perhitungan laba fiskal periode 

mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan 

(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi 

(settled). 
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3) Apabila deductible temporary differences dikalikan dengan tarif 

PPh (Pasal 17) maka akan terdapat future tax refundable. Jumlah 

future tax refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang 

dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah deffered 

tax asset. 

2.2.4.6 Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak 

 Suandy (2016:136) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang 

terdiri atas: 

a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal 

entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat 

dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal 

entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah 

bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang 

pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan 

mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni 

pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat 

penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham 

perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: 

pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena 

terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk 

usaha perseroan terbatas. 

b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah 

memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk 
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daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak 

pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. Di samping itu juga 

diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, 

kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas 

usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di 

Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi 

ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka 

pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin 

untuk mengurangkan natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari 

penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 

Juni 1995. 

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 

berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena 

pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika 

diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan 

dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan 

membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat 

secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang 

dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam 

menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan 

pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan 

kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat 

dimanfaatkan. 
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d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) 

sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling 

menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). Hal 

ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia 

mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter corporate 

dividend) tidak dikenakan pajak. 

e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya 

berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat 

dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa 

wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat 

diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni 

menghindari tarif paling tinggi/maksimum. 

f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataunatura 

dan kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk 

menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket). Karena pada 

dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) 

dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian 

tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi 

pegawai yang menerimanya. 

g. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 

dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan 

metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi 

perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata 

(average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding 
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dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga 

pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor 

menjadi lebih kecil. 

h. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha 

dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena 

jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan 

pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, 

aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui 

penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung. 

i. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang 

cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat 

(saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat 

mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-

awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul 

kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang 

memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan 

dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 

j. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada 

transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang 

PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efesiensi PPh pasal 21 

karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin 

tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura 

bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. 
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k. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak 

harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang 

dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari 

pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang 

bergerak di bidang penyaluran ”Migas”, tetapi bila pembeliannya 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh 

pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini 

lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan 

yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan 

(dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang 

dikenakan tarif 30%). 

l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus 

untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda 

penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan 

khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur 

pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 

53/PJ/1994). 

m. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh Direktorat jenderal 

pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang: 

a) SPT lebih bayar 

b) SPT rugi 

c) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 

d) Terdapat informasi pelanggaran 
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e) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak 

n. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara: 

1. Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) 

PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan 

dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran 

pajak. 

2. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor 

apabila perusahaan melakukan impor. 

2.2.4.7 Penyusutan  

 Pada umumnya, perusahaan dalam kegiatan usahanya melakukan 

pemotongan pajak (tax deduction) yang disebabkan karena adanya pengeluaran 

kas, baik untuk pembelian barang, membayar tenaga kerja, maupun jasa lainnya 

yang digunakan dalam kegiatan operasional. Pengakuan biayanya sederhana 

tergantung apakah perusahaan menggunakan dasar kas atau dasar akrual dalam 

pembukuannya. Namun ada jasa yang digunakan dalam kegiatan operasional yang 

harus telebih dahulu seperti gedung, mesin, dan tanah. Pengeluaran kas untuk hal 

tersebut memberkan manfaat lebih dari satu periode. 

 Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 PPh bahwa pengeluaran 

untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, 

tetapi dibebankan melalui penyusutan. Namun demikian, dalam perhitungan dan 

penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar 
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hukum penyusutan fiskal karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk 

akuntansi (komersial). 

 Saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehannya. 

Penyusutan fiskal harus disusutkan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan 

ini hanya dapat terjadi karena harta/aset yang masih dalam proses pengerjaan, aset 

dalam usaha sewa guna uasaha, wajib pajak mengajukan permohonan pada dirjen 

pajak. 

 Dalam system penyusutan menurut PPh, semua aset tetap berwujud yang 

memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 

dua golongan yaitu golongan harta berwujud bukan bangunan dan harta berwujud 

kelompok bangunan. Adapun pengelompokkan tersebut disajikan dalam table 

dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Kelompok Bukan Bangunan 

Kelompok Bukan Bangunan Masa Manfaat 

Kelompok 1 4 tahun 

Kelompok 2 8 tahun 

Kelompok 3 16 tahun 

Kelompok 4 20 tahun 
  Sumber: undang-undang KUP 

Tabel 2.3 

Kelompok Bangunan 

Kelompok Bangunan Masa Manfaat 

Bangunan permanen 20 tahun 

Bangunan tidak permanen 10 tahun 
       Sumber: Undang-undang KUP  

 Metode dan tarif penyusutan fiskal untuk memilih metode penyusutan 

fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun 
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ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada 

wajib pajak sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Sedangkan untuk kelompok 

bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus. 

Tabel 2.4 

Tarif Penyusutan Aset Tetap Bukan Bangunan 

Kelompok Bukan 

Bangunan 

Tarif Penyusutan 

Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun 

Kelompok 1 25% 50% 

Kelompok 2 12,5% 25% 

Kelompok 3 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 5% 10% 
           Sumber: Undang-undang KUP 

Tabel 2.5 

Tarif Penyusutan Aset Tetap Bangunan 

Kelompok Bangunan Tarif Penyusutan 

Bangunan permanen 5% 

Bangunan tidak permanen 10% 
 Sumber: Undang-undang KUP 

  Dilihat dari perspektif furute value, penggunaan metode garis lurus bisa 

menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi dibanding dengan metode saldo 

menurun tetapi beban pph juga akan menjadi lebih tinggi. Sedangkan apabila 

perusahaan menggunkan metode saldo menurun, maka value akan lebih 

menguntungkan jika dilihat dari aspek present value tetapi akan mempengaruhi 

kinerja keuangan, karena pembebanan di awal tahun perolehan akan menjadi lebih 

besar. 
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2.2.5 Evaluasi perencanaan pajak 

 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian 

kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluran 

selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Evaluasi ini dilakukan setelah 

melakukan perencanaan pajak. Evaluasi ini akan menghasilkan 3 kategori hasil, 

antara lain: tidak melaksanakan perencanaan pajak, menerapkan perencanaan 

pajak dan berhasil, dan menerapkan perencanaan pajak, namun gagal dalam 

pelaksanaannya. Perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-

lain yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-pos 

yang dikurangkan dari perhitungan pajak (deductible items) yang dapat dibawa ke 

pengadilan. 

Rumus untuk menghitung laba dan rugi atas suatu perencanaan pajak  

Formulasi untuk menghitung laba dan ruginya suatu perencanaan pajak sebagai 

berikut 

A = Estimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan   

   perencanaan pajak 

B = Estimasi laba kotor suatu proyek jika dilaksanakan perencanaan  

   pajak 

C = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan 

D = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan   

   baik 
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E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tapi  

   gagal 

F = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak  

   tidak dilaksanakan 

G = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak  

   dilaksanakan 

Formulasi ini bisa dipakai dengan kombinasi berikut:  

1. Jika (A-F) lebih besar dari (B-G) rencana tersebut jangan dilaksanakan, 

kecuali jika perbedaan lebih kecil dari (C-D) 

2. Jika E dianggap lebih material dari C maka keputusan untuk melaksanakan 

atau tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung pada 

kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut. Jika tidak ada 

perbedaan material (A-F) dan (B-G), maka bandingkan antara (C-D) dan 

(E-C) untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak 

tersebut 

3. Jika terdapat perbedaan material antara (A-F) dan (B-G) maka keputusan 

untuk dilaksanakan atau tidaknya perencanaan adalah dengan 

mebandingkan antara :  

{B – (D+G)} – {A – (C+F)} dengan {A – (C+F)} – {B – (E+G)} 

2.2.6 Pajak menurut perspektif islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-

dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau 
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membebankan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan 

bentuk kata bendanya (ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan beban. Ia 

disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, 

sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan sebagai sebuah beban.  

Fawaz mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat 

oleh para penarik pajak. Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang 

ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai 

dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain 

yang ingin dicapai oleh negara.  

Sedangkan Zallum dalam Gusfahmi berpendapat bahwa pajak adalah harta 

yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada 

kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.  

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan 

oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah 

didalamnya. Sedangkan definisi pajak menurut Zallum lebih dekat dan tepat 

dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya 

terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah yaitu: 

 Diwajibkan oleh Allah swt. 

 Objeknya harta. 
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 Subjeknya kaum muslim yang kaya. 

 Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara. 

 Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 

diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).  

Menurut Gusfahmi (2011:126) dealam sistem ekonomi Islam prinsip yang 

harus ditaati dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara yaitu sebagai 

berikut: 

 Harus ada nash yang memerintahkannya karena setiap pendapatan dalam 

negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara‟ dan juga disalurkan 

sesuai hukum-hukum syara‟. 

Allah SWT berfirman di dalam Al Quran sebagai berikut: 

نَكُم باِلْبَاطِلِ  وَتدُْلُواْ  بِهاَ إِلَى  الحُْكَّامِ  لتَِأْكُلُواْ  فَريِقاً  مِّنْ  أمَْوَالِ  النَّاسِ  باِلِإثِْ   وَلاَ  تأَْكُلُواْ  أمَْوَالَكُم بَ ي ْ

  وَأنَتُمْ  تَ عْلَمُونَ 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” 

(Q.S. Al-Baqarah: 188). 
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 دِينَ  يدَِينُونَ  وَلَا  ۥوَرَسُولوُُ  ٱللَّوُ  حَرَّمَ  مَا يَُُرِّمُونَ  وَلَا  ٱلْءَاخِرِ  بٱِلْيَ وْمِ  وَلَا  بٱِللَّوِ  يُ ؤْمِنُونَ  لَا  ٱلَّذِينَ  ۟  قََٰتِلُوا
غِرُونَ  وَىُمْ  يَد   عَن ٱلجِْزْيةََ  ۟  يُ عْطوُا حَتىََّٰ  ٱلْكِتََٰبَ  ۟  أوُتوُا ٱلَّذِينَ  مِنَ  ٱلحَْقِّ  صََٰ  

29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah
[638]

 dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk. (Q.S. AT-Taubah: 29) 

Dari ayat di atas diterangkan bahwa Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut 

oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi 

keamanan diri mereka. Al Qur‟an menyebutkan bahwa pada zaman dahulu telah 

ada pembayaran pajak. 

2.2.6.1 Karakteristik Pajak menurut syariah 

Ada beberapa karakteristik pajak menurut syariah, yaitu: 

1) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh 

dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul 

mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda 

dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang 

membutuhkan (mustahik). 

2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

3) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-

muslim. 
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4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. 

5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 

diperlukan, tidak boleh lebih. 

6) Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.   

2.2.6.2 Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah 

Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem 

yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

 (Pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak 

ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut 

apabila negara memang benar- benar membutuhkan dana, sedangkan 

sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya 

memungut pajak apabila Baitul Mal benar- benar kosong. 

 Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang 

memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan 

syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak 

memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. 

Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan 

ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. 

Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN. 

 Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan 

untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk 

kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan 
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untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan 

keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur‟an 

memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi 

permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic. 

 Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala 

negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak 

sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah 

dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan 

cendikiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu 

haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, 

namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus 

dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.  

2.2.6.3 Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah 

Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak 

menurut Islam (Gusfahmi 2011: 179), yaitu: 

a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan 

dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya. 

b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan 

industri pendukungnya. 

c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan 

ibnu sabil. 
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d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara 

untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan 

umat. 

e. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika 

tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal jalan umum, 

sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. 

Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa 

umat, sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang. 

2.2.6.4 Manajemen pajak menurut islam 

Berbagai cara dilakukan oleh seseorang dalam melepaskandiri dari 

kewajiban membayar pajak. Para pemilik harta dengan sengaja mencari celah-

celah dalam Undang-Undang untuk melaksanakan maksudnya. Hal ini yang 

disebut melepaska diri yang direncanakan. Karena pelakunya tidak terkena 

jangkauan hukum. Kadang seorang melepaskan diri dari pajak dengan 

menyampaikan laporan dengan tidak benar dan berisi keterangan palsu, agar pajak 

ditentukan menurut kehendaknya (Qardawi, 1999:1058). 

 Menurut Qardawi (1999:1059) apapun sebabnya dan bagaimanapun cara 

melepaskan diri dari pajak dapat menimbulkan akibat buruk dari berbagai aspek, 

diantaranya:  

1) Akan membahayakan negara dimana pendapatan negara akan berkurang. 

2) Akan terjadi ketidak adilan dalam pembayaran pajak pada wajib pajak 

yang tidak melakukan perencanaan pajak. 
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3) Kadang menyebabkan naikanya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya 

kewajiban pajak baru untuk menggantikan kekurangan dari hasil pajak 

akibat banyak yang menghindari pajak. 

4) Terbengkalainya kepentingan masyarakat. 

5) Merosotnya akhlak 

2.2.7 UU Tentang Manajemen Pajak 

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Segala sesuatukegiatan yang 

ada didalamnya akan diatur dalam undang undang. Tak terkecuali tentang pajak. 

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia antara lain: 

1. UU RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

2. Penjelasan UU RI No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

3. UU RI No. 20 Tahun 2000 Tentang bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

4. UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

5. UU RI No. 13 Tahun 1985 Tentang bea Materai 

6. UU RI No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

7. UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

8. UU RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

 

 

https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu_28_2007-tentang-perubahan-ketiga-atas-uu_6_1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu_28_2007-tentang-perubahan-ketiga-atas-uu_6_1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/28tahun2007uupenj.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/28tahun2007uupenj.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/undang-undang-tahun-2000-20-00.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/undang-undang-tahun-2000-20-00.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu_42_tahun_2009-ppn.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu_1985_13.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu12th1994-perubahan-uu-no12-ta.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu-36-2008.pdf
https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/uu_19_2000_perubahan-atas-uu_19_1997_penagihan-pajak-dengan-surat-paksa.pdf
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2.3 Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir adalah seluruh kegiatan penelitian, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai penyelesaiannya dalam satu kesatuan 

yang utuh. Kerangka berfikir diwujudkan dalam bentuk skema sederhana yang 

menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Kerangka berfikir ini 

diperlukan oleh penelitian agar dapat terperinci dan terarah. Untuk memudahkan 

dan memahami pemikiran peneliti, maka perlu adanya pembuatan skema 

kerangka berfikir yang akan digambarkan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir 

Analisis 

Kesimpulan 

Rekomendasi 

Evaluasi 

PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk 

Perencanaan Pajak 

1. Penghindaran pajak 

2. Penundaan pajak 

 

1. Kebijakan perpajakan 

2. Administrasi perpajakan 

3. Undang-undang 
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 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan di PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atas perencanaan pajak. Penelitian 

ini berpedoman pada kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan undang-

undang perpajakan untuk mengetahui cara melakukan penghindaran pajak dan 

penundaan pajak dalam batasan legal dan tidak merugikan pemerintah. Setelah 

penghitungan benar, maka penulis akan melakukan analisis terhadap penerapan 

perencanaan pajak tersebut sehingga dapat memberikan alternatif perencanaan. 

Kemudian peneliti melakukan evaluasi terhadap alternative perencanaan tersebut.  

Setelah dilakukan analisis dan evaluasi maka penulis melakukan pengambilan 

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang tertera pada BAB Pendahuluan 

agar dapat memberikan rekomendasi terhadap perusahaan dan peneliti 

selanjutnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif diidentifikasikan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif  menurut (Sugiyono 

2015:15) “merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah experiment) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi”. 

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian studi kasus, yaitu 

mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan sesuai keadaan 

yang sebenarnya dari suatu obyek penelitian. (Sugiono, 2011:8) 

3.2 Lokasi Penelitian  

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah PT Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk, dengan tema tentang perencanaan sebagai upaya untuk 

mengefisensikan beban pajak. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk  
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merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industry pengelolaan jamu dan  

Farmasi. Alamat perusahaan berada di Gedung Menara Suara Merdeka Lt.16 Jl 

Pandanaran No. 30 Semarang 50134, Indonesia. Telp: (6224) 7692 8811 (hunting) 

Fax: (6224) 7692 8815. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan Remunerasi 

Peneliti akan menggunaan kebijakan remunerasi pada laporan sumber 

daya manusia perusahaan tahun 2015. 

b. Penyusutan asset tetap 

Peneliti akan menggunakan data aset tetap perusahaan tahun 2015. 

c. Kebijakan akuntansi 

Kebijakan ini digunakan untuk melihat pemanfaatan yang dapat digunakan 

pada laporan keuangan fiskal. 

d. Perencanaan pajak 

Peneliti melakukan analisis terhadap perencanaan pajak yang ada di PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan pajak yang ada di PT Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki perencanaan yang ada di perusahaan. Agar perencanaan yang 

ada di perusahaan tidak melanggar peraturan. 
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e. Evaluasi perencanaan pajak 

Peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil keseluruhan dari perencanaan 

pajak. 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

Undang-Undang yang berlaku saat ini, laporan keuangan tahunan, daftar 

Aset tetap. Kompensasi karyawan tetap selama tahun 2015, dan daftar 

penyetoran pajak penghasilan pasal 21 tahun 2015 karyawan di PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 

pengambilan data sebagai berkut:  

a. Studi Kepustakaan  

Data kepustakaan yang digunakan penelitia adalah Undang – Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, khususnya yang mengatur tentang pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan tetap.  

b. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan data rekap gaji, dan kompensasi pegawai tetap, 

perhitungan pajak penghasilan karyawan. 
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3.6 Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan 

memperbandingkan antara: 

a. Studi pendahuluan dan observasi 

b. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial 

tahun 2015, laporan laba/rugi fiskal tahun 2015, neraca tahun 

2015, daftar aktiva tetap tahun 2015, dan kebijakan-kebijakan 

akuntansi perusahaan). 

c. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di 

perusahaan terkait dengan perpajakan. 

d. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian 

membuat tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara 

memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. 

e. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan 

operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang 

tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan 

meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai 

pengurang. 

f. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai 

dengan peraturan perpajakan. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan 

Awal usaha industri jamu Perseroan bermula dari sebuah industri rumah 

tangga yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistio pada 1940 di Yogyakarta, dengan 

dibantu oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu 

yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang 

praktis (serbuk). Seiring dengan kemajuan usaha tersebut, pengolahan jamu 

dipindahkan dari Yogyakarta ke Semarang. Pada tahun 1951 berdirilah 

perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti “Impian yang 

Terwujud” dengan pabrik pertamanya berlokasi di Jl. Mlaten Trenggulun, 

Semarang. 

Pada 1970, dibentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Industri 

Jamu & Farmasi Sido Muncul. Kemudian pada 1975, bentuk usaha industri jamu 

berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Industri Jamu & Farmasi 

Sido Muncul, dimana seluruh usaha dan aset dari CV Industri Jamu & Farmasi 

Sido Muncul dimasukkan ke dalam dan dilanjutkan oleh perseroan terbatas 

tersebut. PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, didirikan berdasarkan Akta 

Notaris No. 21 tanggal 18 Maret 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Kahirman 

Gondodiwirjo, S.H., Notaris di Semarang, dan telah disahkan oleh Menteri 
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Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/84/16 

tanggal 30 Januari 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 39 tanggal 16 Mei 2000, Tambahan No. 2440 dan No. 2441. 

Dalam perkembangannya, pabrik yang terletak di Jl. Mlaten Trenggulun 

ternyata tidak mampu lagi memenuhi kapasitas produksi yang besar akibat 

permintaan pasar yang terus meningkat, dan pada 1984 pabrik dipindahkan ke 

Lingkungan Industri Kecil di Jl. Kaliwage, Semarang. Guna mengakomodir 

permintaan pasar yang terus bertambah, maka pabrik mulai dilengkapi dengan 

mesin-mesin modern demikian pula jumlah karyawannya bertambah sesuai 

kapasitas yang dibutuhkan. Untuk mengantisipasi kemajuan masa mendatang, 

Perseroan merasa perlu untuk membangun unit pabrik yang lebih besar dan 

modern, maka pada 1997 diadakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik 

baru di Klepu, Ungaran, oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan disaksikan 

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan saat itu. 

Pabrik baru yang berlokasi di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran dengan 

luas sekitar 30 hektar tersebut diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia saat itu pada 11 November 2000. Saat 

peresmian pabrik, Perseroan sekaligus menerima dua sertifikat, yaitu Cara 

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (“CPOTB”) dan Cara Pembuatan Obat 

yang Baik (“CPOB”) setara dengan farmasi, dan sertifikat inilah yang menjadikan 

Perseroan sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi.  



70 
 

 
 

Sebagai perusahaan herbal bertaraf modern, maka perseroan senantiasa 

terus berkarya untuk memberikan produk-produk yang baik dan menyehatkan 

bagi konsumennya. Tidak hanya mengandalkan bahan-bahan alami yang 

berkualitas tinggi dan segar, perseroan juga mementingkan basis penelitian, ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan proses-proses produksi dari setiap 

produk yang akan dijual. Perseroan telah melengkapi pabriknya dengan berbagai 

fasilitas pendukung yang memenuhi standar farmasi. Beberapa fasilitas tersebut 

antara lain Laboratorium yang bersertifikasi ISO (International Standard 

Organization) 17025, fasilitas produksi berstandardisasi CPOB dan CPOTB, 

pengolahan air demineralisasi dan limbah, klinik holistic, serta lahan agrowisata. 

Lokasi pabrik sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas sekitar 8 hektar dan 

sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. 

Perkembangan perusahaan telah mengalami banyak perubahan, bahkan 

anggaran dasar Perusahaan pun juga ikut andil dalam beberapa kali perubahan. 

Perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan dibuat berdasarkan akta Notaris 

No. 16 tanggal 20 Januari 2014, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di 

Jakarta, mengenai telah dilakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor 

sebanyak 1.500.000.000 saham melalui Penawaran Umum Saham Perdana dan 

penjualan saham pendiri kepada masyarakat sebesar 1.350.000.000 saham. 

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.03071 tanggal 29 Januari 2014 dan 

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 Tambahan No. 
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5245/L tanggal 27 Juni 2014. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, 

kegiatan usaha Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang industri 

jamu yang meliputi industri obat-obatan (farmasi), jamu, kosmetika, minuman dan 

makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat dan 

jasa.  

Perusahaan berdomisili di Gedung Menara Suara Merdeka Lantai 16, Jl. 

Pandanaran No. 30, Semarang dan pabrik berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Km 28, 

Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang. Hatta km 28, Kecamatan Bergas, Klepu, 

Semarang. Luas lahan pabrik Perseroan dengan luas tanah 304.435 m2 dengan 

bangunan fisik kurang lebih 119.553 m2. 

4.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi perusahaan obat herbal, makanan-minuman kesehatan, dan 

pengolahan bahan baku herbal yang terkemuka dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan lingkungan. 

To become a leading herbal medicine, health food and drinks, and herbal 

ingredient processing company which can benefit the community and 

environment. 

Misi  

1. Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman 

dan jujur berdasarkan penelitian.  

2. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 
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3. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia 

kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat 

dan pengobatan herbal. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina 

kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan 

pengobatan secara naturopathy. 

5. Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang intensif. 

6. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. 

7. Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. 

 Dengan tetap mempertahankan fokus pada pencapaian misi tersebut, 

Perseroan telah mengalami perubahan signifikan selama masa beroperasinya 

dalam rangka melanjutkan upaya pelayanan bagi konsumen Indonesia yang selalu 

berevolusi dan berkembang, dengan terus mengembangkan produk-produk jamu 

yang dihasilkan dari tanaman obat (herbal). 

Dengan khasiat yang teruji secara klinis dan keamanan produk yang terus 

terjaga membuat konsumen menjadi percaya pada kualitas produk Perseroan. 

Seiring dengan hasil dan pembuktian atas khasiat produk, masyarakat dewasa kini 

sudah semakin terbuka dalam memilih dan mengkonsumsi produk jamu sebagai 

obat, suplemen maupun jenis makanan dan minuman dengan bahan-bahan dasar 

alami yang diolah dengan teknologi modern sehingga aman untuk dikonsumsi. 
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4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Rapat Umum Pemegang Saham

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Komite

Nominasi & 

Remunerasi

Sekertaris

Perusahaan 

& Legal

Audit 

Internal

Komite

Audit

Fungsi Korporasi

Distribusi dan Penjualan

Sumber Daya Manusia

Pemasaran

Komunikasi dan Tanggung Jawab

Sosial

Distribusi

Operasi

Akuntansi, Keuangan & TI Ekstraksi

Obat Farmasi

Minuman

Obat Herbal

Unit Usaha Strategis

 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi  

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai struktur organisasi PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk beserta tugas dan tanggung jawab 

masing-masing devisi 
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a. Dewan komisaris 

 Memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian 

perusahaan melalui dewan direksi, menentukan batas-batas kebijakan yang 

diperlukan diambil oleh dewan direksi sebagai acuan tindakan dan 

kebijakan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Dewan 

komisaris berwenang untuk mengadakan rapat dewan komisaris dan 

mengajukan usulan / permintaan diadakannya RUPS dan meminta laporan 

pertanggungjawaban dari dewan direksi. Dewan komisaris bertanggung 

jawab kepada pemegang saham. Dan membawahi dewan direksi. 

b. Dewan direksi 

 Tanggung jawab untuk menjalankan segala tindakan yang 

berkaitan dengan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. 

Tugas utama dewan komisaaris adalah mengelola perseroan sejalan 

dengan visi dan misi perseroan agar dapat mencapai target yang telah 

ditentukan. Selain itu, direksi bertanggung jawab terhadap penerapan nilai-

nilai tata kelola perseroan dalam setiap kebijakan yang diambil perseroan. 

c. Direktur utama 

 Direktur utama memiliki pekerjaan/tugas untuk menjamin 

kelancaran operasional perseroan secara menyeluruh, membuat keputuasan 

kebijakan baik finansial maupun non finansial dalam mengantisipasi 

kondisi yang akan datang. Wewenang diirektur utama adalah mengadakan 

rapat direksi dan meminta laporan pertanggungjawaban dari masing-
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masing direktur sesuai dengan bidang yang ditangani. Direktur utama 

bertanggungjawab kepada dewan komisaris dan RUPS. 

d. Komite audit 

 Untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan 

atas operasi perseroan, memberikan pendapat atas suatu laporan dan 

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. 

Komite audit perseroan merupakan bagian dari usaha berkelanjutan dalam 

mencapai tata kelola perseroan yang baik. 

Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh perseroan. Komite audit 

memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 

1. Melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan 

dipublikasikan; 

2. Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan perseroan terhadap peraturan 

dibidang pasar modal dan peraturan lain yang berhubungan dengan 

kegiatan perseroan; 

3.  Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh internal audit. 

e. Audit internal 

 Sebagai sebuah perseroan terbuka, PT Industri Jamu dan Farmasi 

Sidomuncul Tbk telah membentuk departemen audit internal yang 

berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap pengendalian 

internal. Adapun pekerjaan/tugas audit internal antara lain: 

1. Secara berkala menyajikan informasi mengenai status dan pelaksanaan 

rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya; 
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2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan 

system manajemen resiko sesuai kebijakan perusahaan; 

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di 

bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, dan kegiatan lainnya; 

4. Bekerja sama dengan komite audit 

5. Melakukan pemerikasaan khusus apabila diperlukan. 

f. Sekretaris perusahaan 

 Adapun tugas/pekerjaan sekertaris perusahaan sebagai berikut: 

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan yang 

berlaku dibidang pasar modal; 

2. Bertindak sebagai penghubung antara perseroan, bapepam dan 

masyarakat 

g. Pemasaran  

 Bertanggug jawab dalam hal pemasaran produk, melakukan survey 

pasar dengan melakukan kegiatan penilaian terhadap competitor, 

menampung keluhan konsumen yang masuk, membuat konsep awal 

produk-produk pengembangan yang telah diperkirakan akan segera 

diluncurkan bersama dengan bagian produk spesialis, dan melakukan 

perhitungan biaya keseluruhan. 
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4.4 Ruang Lingkup Usaha PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

Nama perusahaan  : PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul 

Tbk 

Alamat   : 

 Kantor Pusat : Gedung Menara Suara Merdeka Lantai 16  

    Jl. Pandanaran No. 30 Semarang 50134  

    Indonesia 

 Pabrik  : Jl. Soekarno hatta Km.28 Kec. Bergas 

    Klepu, Semarang 50134 

No. Telpon  : (6224) 76928811 

No. Faksimili  : (6224) 76928815 

Kode Saham  : SIDO 

Bursa Tempat Saham : Bursa Efek Indonesia 

Bidang Usaha   : Bergerak dalam bidang perindustrian jamu 

dan     farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, 

jasa     dan pertanian. 

Dasar Hukum   : Akta Pendirian Perseroan No. 21 tanggal 18 

Pendirian   Maret 1975 

Modal Dasar   : Rp. 5.000.000.000.000 

Situs Web  : www.sidomuncul.com 

Email Perusahaan :  marketing@sidomuncul.com 

    simuncul@indosat.net.id  

http://www.sidomuncul.com/
mailto:marketing@sidomuncul.com
mailto:simuncul@indosat.net.id
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4.5 Pemasaran 

 Pasar jamu dan obat ataupun suplemen herbal (produk herbal) dunia pada 

tahun 2008 mencapai sekitar USD 60 miliar (setara Rp 825 triliun dengan kurs Rp 

13.750/ US Dolar) dengan pasar terbesar adalah Asia (39%), diikuti oleh Eropa 

(34%), Amerika Utara (22%) dan belahan dunia lainnya sebesar 5%. Nilai pasar 

tersebut akan terus meningkat dengan prediksi akan mencapai USD 150 miliar 

(setara Rp 2.062,5 triliun) pada tahun 2020. 

 Dari total nilai perdagangan produk herbal dunia, penjualan produk herbal 

Indonesia belum mencapai 1%. Namun demikian, nilai penjualan produk herbal 

terus menunjukkan tren pertumbuhan yang bermakna. Pada tahun 2003 nilai pasar 

obat herbal di Indonesia mencapai Rp 3 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 5,3 

triliun pada tahun 2006, Rp 7,2 triliun pada tahun 2008, dan Rp 10 triliun pada 

tahun 2010. Hingga akhir tahun 2014, nilai omzet jamu dan obat tradisional di 

pasar domestik diperkirakan mencapai Rp 15 triliun, naik 7,14% dibandingkan 

tahun 2013 sebesar Rp 14 triliun. 

 Nilai ekspor produk dan bahan baku herbal Indonesia pada tahun 2013 

mencapai USD 4,97 juta, dan pada tahun 2014 (data Januari - Oktober) mencapai 

USD 6,61 juta. Beberapa negara tujuan ekspor utama adalah Malaysia, Korea 

Selatan, Filipina, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Afrika Selatan, Nigeria, Arab 

Saudi, Timur Tengah, Rusia dan Chili. Hongkong adalah pasar ekspor bahan baku 

obat herbal atau jamu Indonesia terbesar. Mencapai 730 ton atau USD 647 ribu, 

disusul Jerman sebesar 155 ton atau senilai USD112,4 ribu. Tujuan ekspor lainnya 

adalah Taiwan, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia. 
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a. Segmen Usaha 

Pada tahun 2015, Perseroan melakukan perubahan dalam klasifikasi 

kategori segmen produk dari sebelumnya 6 kategori segmen produk menjadi 3 

kategori segmen produk, yaitu: 

a) Segmen Jamu Herbal dan Suplemen 

b) Segmen Makanan dan Minuman 

c) Segmen Farmasi 

Segmen Jamu Herbal dan Suplemen menjadi kontributor utama dalam 

mendorong kinerja Perseroan di tahun 2015. Jamu Herbal menyumbang 52% dari 

total pendapatan Perseroan dan bertumbuh sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. 

Kontribusi terbesar penjualan pada segmen ini tetap disumbangkan oleh Produk 

Tolak Angin Cair sebagai salah satu produk unggulan Perseroan. Perseroan tetap 

merupakan pemimpin pasar pada kategori produk obat herbal masuk angin. Selain 

produk Tolak Angin Cair, produk-produk Jamu Tradisional dan Suplemen Herbal 

juga memberikan kontribusi atas pertumbuhan kinerja pada segmen ini. 

Segmen Makanan dan Minuman memberikan kontribusi sebesar 45% atas 

total pendapatan Perseroan. Pada tahun 2015, kinerja Segmen Makanan dan 

Minuman mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena penurunan pada produk minuman energi Kuku Bima Ener-G 

yang masih menjadi kontributor terbesar pendapatan segmen ini. Meskipun 

demikian Kuku Bima Ener-G masih merupakan pemimpin pasar pada kategori 

minuman energi serbuk. Produk minuman lainnya seperti Susu Jahe dan Kopi. 
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Jahe juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada segmen ini. Segmen 

Farmasi memberikan kontribusi sebesar 3% atas total pendapatan Perseroan. 

 Sesuai dengan visi Perseroan untuk terus berinovasi mengembangkan 

produk-produk yang bermutu dan berkualitas, pada semester kedua tahun 2015 

Perseroan telah meluncurkan beberapa produk baru. Pada segmen Jamu Herbal 

dan Suplemen, Perseroan meluncurkan 3 produk baru yaitu: Tolak Linu Herbal, 

Tolak Angin Bebas Gula, dan Tolak Angin Care. Sedangkan pada segmen 

Makanan dan Minuman, Perseroan meluncurkan Kuku Bima Ener-G Siap Minum 

300ml dengan 3 varian rasa: Royal Grape, Fresh Orange dan Red Berry. 

b. Operasional 

 Pada tahun 2015, perluasan pabrik ekstraksi PT Semarang Herbal Indo 

Plant telah rampung dan akan memasuki produksi komersial pada semester 

pertama tahun 2016. Pabrik ekstraksi yang baru ini didirikan pada lokasi yang 

sama dengan pabrik lama. Total kapasitas PT Semarang Herbal Indo Plant kini 

mencapai 13.500 kg per hari, dari kapasitas sebelumnya sebesar 4.500 kg per hari. 

c. Distribusi 

 Di tahun 2015 PT Muncul Mekar memperluas kerja sama dengan beberapa 

gerai modern (modern outlet) nasional untuk mengembangkan dan menambah 

jalur distribusi produk Perseroan ke gerai-gerai modern. Perluasan jaringan 

distribusi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa Distributor baru dan 

beberapa pedagang besar farmasi (PBF) yang memiliki jalur distribusi ke apotik 

dan toko obat di seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhir tahun 2015, PT Muncul 

Mekar telah memiliki 115 distributor. 
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4.5.1 Industri Jamu dan Obat Herbal 

 Dilihat dari jenis produk dan skala produksinya, industri jamu di Indonesia 

dibedakan menjadi tiga, yaitu Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Kecil Obat 

Tradisional (IKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). IOT adalah 

industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. IKOT adalah usaha 

yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan 

tablet dan efervesen. Sedangkan UMOT adalah usaha yang hanya membuat 

sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan 

rajangan.  Kementerian Perindustrian tahun 2014 mencatat kurang lebih 

1.247 industri jamu dan obat herbal yang terdiri dari 129 IOT, dan 1.037 IKOT. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 10 industri jamu besar, 30 industri jamu skala 

menengah dan kurang lebih mencapai 650 industri jamu kecil. Industri jamu 

menyerap tenaga kerja sampai 15 juta orang di mana 3 juta di antaranya terserap 

di industri jamu untuk obat, sedang 12 juta terserap di industri jamu yang telah 

berkembang ke arah makanan, minuman, suplemen, kosmetik, spa, aroma terapi. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan 

 Metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang berhubungan 

dengan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak 

penghasilan antara lain:  
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1. Dasar penyusunan laporan keuangan  

 Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai PSAK No. 1 (revisi 

2013), “Penyajian Laporan Keuangan”. Dasar pengukuran yang digunakan adalah 

berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan 

pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait. 

Kebjakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan konsolidaian untuk periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan 

beberapa PSAK dan ISAK revisi baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 

2015 seperti yang diungkapkan dalam catatan ini. Laporan posisi keuangan 

konsolidasian tambahan per 1 Januari 2014/31 Desember 2013 disajikan dalam 

laporan keuangan konsolidasian dikarenakan pengaplikasian retrospektif dari 

kebijakan akuntansi tertentu. 

 Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas 

konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian 

disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokan arus kas atas dasar 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

2. Pengakuan Pendapatan dan Beban 

 Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau 

piutang atas penjualan barang dari aktivitas normal grup. Pendapatan disajikan 

setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon serta 

eliminasi pendapatan intra grup. 
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 Penjualan barang dagang diakui pada saat barang diserahkan dan hak 

kepemilikan berpindah kepada pelanggan. Pendapatan bunga diakui atas dasar 

proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 

 Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual 

basis) 

3. Asset tetap berwujud 

 Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 

aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara 

langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset 

siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset 

tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. 

 Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian 

dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan 

dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan 

diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana 

yang lebih pendek.  Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat 

aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat 

kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset 

tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. 

Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di 

mana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan 

pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi. 
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 Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat 

jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Penyusutan Asset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus 

Pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 

No. Jenis Aset Tetap Masa Manfaat (Tahun) 

1 Bangunan 20 

2 Mesin 4-8 

3 Peralatan 4-8 

4 Kendaraan 4-8 

5 Inventaris Kantor 4-8 
  Sumber: PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 

Tidak terdapat penyusutan yang dibebankan terkait dengan aset dalam 

penyelesaian. Nilai residu, masa manfaat ekonomi dan metode penyusutan aset 

tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan 

estimasi akuntansi yang berlaku prospektif. Jumlah tercatat aset diturunkan 

menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah tercatat aset lebih 

besar dari jumlah yang dapat terpulihkan tersebut. 

 Akumulasi biaya renovasi dan pembangunan bangunan dan pemasangan 

mesin dikapitalisasi sebagai “Aset dalam Pembangunan” dan dicatat pada akun 

“Aset Tetap” sampai proses pembangunan atau pengembangan selesai. Biaya-

biaya tersebut direklasifikasi ke akun bangunan dan mesin pada saat renovasi dan 

pembangunan bangunan atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan 

pada saat aset digunakan. 

 Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada 

manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau 
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pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset 

(dihitung sebagai selisih antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat 

dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan 

pengakuannya.    

4. Persediaan 

 Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi 

neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan 

metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam 

kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya 

yang diperlukan untuk melakukan penjualan. 

 Grup menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil 

penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun. Penyisihan penurunan 

nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui 

sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi. Jumlah setiap 

pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi 

neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai 

beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut. 

5. Penjualan  

           2015                              

Jamu herbal dan suplemen   1.145.731 

Makanan dan minuman      996.768 

Farmasi          76.037 

Jumlah      2.218.536 
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Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, penjualan kepada pihak berelasi 

masing-masing sebesar Rp. 352 dan Rp. 242. 

 Terdapat pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif individual 

melebihi 10% dari penjualan bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2014 yaitu kepada PT Muncul Anugrah Sakti sebesar Rp. 

235.255 atau 11%. Syarat dan ketentuan yang berlaku atas penjualan antara Grup 

dengan pihak berelasi dan Grup dengan pihak ketiga berlaku syarat dan ketentuan 

yang sama. Sifat hubungan dan transaksi antara Grup dengan pihak-piha berelasi.  

6. Beban Pokok Penjualan 

 Tidak terdapat transaksi kumulatif dengan pemasok individual yang 

melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. 

Selama tahun 2015, beban pokok penjualan perseroan adalah sebesar 

Rp1,34 triliun, mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp 1,36 

triliun atau turun sebesar 1,7%. Komposisi terbesar pada beban pokok penjualan 

adalah penggunaan bahan baku sebesar 75,8% terhadap total beban pokok 

penjualan. Penggunaan bahan baku mengalami penurunan dari Rp 1,07 triliun di 

tahun 2014 menjadi Rp 1,01 triliun pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena 

adanya perubahan kontribusi penjualan dari segmen herbal dan suplemen dan 

segmen makanan dan minuman. 

Sementara itu, beban produksi tidak langsung mengalami kenaikan 

menjadi Rp 244,2 miliar pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 207,9 

miliar. Kenaikan pada beban tidak langsung ini terutama disebabkan oleh naiknya 
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beban gaji dan tunjangan, serta beban utilitas. Kenaikan juga terjadi pada beban 

tenaga kerja langsung. 

7. Laba Kotor 

 Perseroan mencatat kenaikan pada laba kotor sebesar 5,2% di tahun 2015, 

menjadi Rp 883,4 miliar. Marjin laba kotor juga mengalami peningkatan menjadi 

39,8% dari tahun 2014 sebesar 38,2%. 

 Peningkatan ini terjadi terutama karena perubahan bauran penjualan 

Perseroan, dimana segmen Jamu Herbal dan Suplemen dengan marjin laba kotor 

yang lebih tinggi yaitu sebesar 56% memberikan kontribusi yang lebih besar di 

tahun 2015. Sementara itu marjin laba kotor segmen Makanan dan Minuman serta 

segmen Farmasi masing-masing adalah sebesar 22% dan 32%. 

8. Remunerasi  

 Perseroan menerapkan sistem remunerasi dengan memperhatikan undang-

undang ketenagakerjaan, peraturan upah minimum regional (UMR) dan provinsi 

(UMP) serta kemampuan perusahaan. Perseroan memastikan telah memberikan 

remunerasi karyawan di atas standar pengupahan minimum yang ditetapkan 

pemerintah. Pada dasarnya, Perseroan berupaya memberikan besaran remunerasi 

yang kompetitif mengacu pada industri sejenis agar dapat memotivasi karyawan 

untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. 

Selain gaji tetap, remunerasi yang diterima karyawan berupa fasilitas dan 

tunjangan lain, diantaranya adalah: 
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a. BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 

b. BPJS Kesehatan 

c. Pemberian tunjangan lainnya : 

a) Uang makan 

b) Uang transport 

c) Uang shift 

d) Uang suplesiUang cek jamu 

e) Uang insentif kehadiran 

f) Uang Tunjangan Pembantu pengawas 

d. Fasilitas kesehatan berupa poliklinik dengan dokter 

 Sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan yang berprestasi dan 

karyawan yang telah menunjukkan loyalitasnya dengan masa kerja tertentu, 

Perseroan juga memberikan bentuk penghargaan masa kerja. 

4.2.2 Data Untuk Perencanaan Pajak 

 Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang 

– undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, 

hanya memberi pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan 

penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan 

laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum, laporan keuangan 

disusun berdasarkan standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara 

khusus dalam undang-undang.  
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 Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan 

laporan keuangan fiscal secara terpisah atau melakukan koreksi fiscal terhadap 

laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang 

direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. 

 Dibawah ini disajikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba rugi 

perusahaan: 
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Tabel 4.2 

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDOMUNCUL Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 Desember 2015 

(Disajiakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

KETERANGAN JUMLAH 

ASET   

ASET LANCAR   

Kas dan setara kas  Rp        836.975  

Deposito berjangka  Rp        190.000  

Piutang usaha – Neto   

   Pihak ketiga  Rp        335.495  

   Pihak berelasi  Rp               105  

Piutang lain-lain   

   Pihak ketiga  Rp            5.862  

   Pihak berelasi  Rp            6.268  

Persediaan – Neto  Rp        264.982  

Pajak dibayar di muka  Rp          47.972  

Uang muka  Rp            7.175  

Beban dibayar di muka  Rp          12.605  

Investasi tersedia untuk dijual  Rp                    -  

Jumlah Aset Lancar  Rp   1.707.439  

ASET TIDAK LANCAR   

Uang muka pembelian aset tetap  Rp          17.067  

Aset pajak tangguhan  Rp                    -  

Investasi penyertaan saham  Rp                 60  

Aset tetap – Neto  Rp        961.873  

Goodwill  Rp          91.366  

Beban manfaat pensiun dibayar di muka jangka 

panjang  Rp          18.119  

Aset tidak lancar lain-lain  Rp               187  

Jumlah Aset Tidak Lancar  Rp   1.088.672  

JUMLAH ASET  Rp   2.796.111  

    

LIABILITAS DAN EKUITAS   

LIABILITAS JANGKA PENDEK   

Utang Usaha   

   Pihak ketiga  Rp        127.573  

   Pihak berelasi  Rp          20.180  

Utang lain-lain   
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   Pihak ketiga  Rp            7.441  

   Pihak berelasi  Rp            3.091  

Utang pajak   

   Pajak penghasilan badan  Rp            8.294  

   pajak lainnya  Rp          13.181  

Beban masih harus dibayar  Rp            3.297  

Pendapatan diterima dimuka  Rp               589  

Uang muka penjualan  Rp               414  

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  Rp      184.060  

    

LIABILITAS JANGKA PANJANG   

Liabilitas manfaat pensiun dan pasca kerja  Rp          13.570  

Liabilitas pajak tangguha  Rp               167  

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  Rp        13.737  

JUMLAH LIABILITAS  Rp      197.797  

    

EKUITAS   

Ekuitas yang dapat Diatribusikan    

   Kepada Pemilik Entitas Induk   

Modal saham - dengan nominal Rp 100 (dalam nilai 

penuh)   

Modal dasar - 50.000.000.000 saham   

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 

15.000.000.000 saham  Rp     1.500.000  

Tambahan modal disetor – neto  Rp        692.376  

Saham treasuri  Rp      (104.764) 

Komponen ekuitas lainnya  Rp                    -  

Saldo laba   

   Ditentukan penggunaannya  Rp          57.849  

   Belum dientukan penggunaannya  Rp        452.846  

Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 

induk  Rp   2.598.307  

Kepentingan non-pengendali  Rp                   7  

JUMLAH EKUITAS  Rp   2.598.314  

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  Rp   2.796.111  

Sumber : Annual Report PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 
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Tabel 4.3 

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDOMUNCUL Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 

 KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 

(Disajiakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

KETERANGAN JUMLAH 

PENJUALAN      2.218.536  

BEBAN POKOK PENJUALAN   

   Bahan baku   

      Persediaan awal           162.628  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                       -  

      Pembelian        1.049.407  

      Persediaan akhir          (199.659) 

   Jumlah bahan baku digunakan       1.012.376  

   Upah langsung               1.856  

   Persediaan dalam proses                       -  

      Persediaan awal               4.007  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                       -  

      Persediaan akhir              (9.890) 

   Jumlah beban pokok produksi      1.008.349  

   Persediaan barag jadi   

      Persediaan awal             61.122  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                       -  

      Pembelian                       -  

      Lain-lain               3.760  

      Persediaan akhir            (54.425) 

      Beban peyisihan penurunan nilai persediaan               2.020  

   Beban tenaga kerja langsung             70.111  

   Beban produksi tidak langsung   

      Gaji dan tunjangan             67.892  

      Penyusutan             53.137  

      Royalti             30.209  

      Beban utilitas             23.175  

      Bahan bakar             15.600  

      Pemeliharaan mesin             13.479  

      Transportasi             11.228  

      Pemeliharaan bangunan pabrik               7.251  

      Perlengkapan laborat               3.171  

      Perlengkapan produksi               1.757  

      Sewa               1.411  

      Asuransi (Aset Tetap)               1.085  

      Pengolahan air dan limbah               2.486  

      Biaya perlengkapan produksi               3.422  
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      Biaya riset da pengembangan produk               1.430  

      Lain-lain               7.501  

Jumlah Beban produksi tidak langsung         244.234  

Jumlah Beban Pokok Penjualan    (1.335.171) 

LABA KOTOR         883.365  

BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN   

   Iklan dan promosi           202.768  

   Gaji dan tunjangan             43.450  

   Bongkar muat             26.846  

   Bonus outlet               9.839  

   Perjalanan dinas               3.276  

   Hubugan masyarakat               2.578  

   Angkutan penjualan                2.009  

   Salesman operational               1.669  

   Penyusutan               1.550  

   Sumbangan               1.465  

   Pemeliharaan               1.317  

   Sewa                  197  

   Seminar, penyuluhan, dan rapat                  135  

   Lain-lain               5.932  

Jumlah beban penjualan dan pemasaran        (303.031) 

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI   

   Gaji dan tunjangan             42.298  

   Penyusutan             14.486  

   Imbalan kerja               9.722  

   Sewa               5.198  

   Jasa profesional               3.729  

   Perbaikan dan pemeliharaan               3.625  

   Perjalanan dinas                2.578  

   Sumbangan               2.555  

   Listrik               2.189  

   Seminar dan rapat               1.495  

   Pajak dan denda pajak               1.222  

   Keperluan RS               1.159  

   Bahan Bakar               1.094  

   Keperluan kantor               1.067  

   Komunikasi                   989  

   Perijinan                  966  

   Lain-lain               7.514  

Jumlah beban umum dan administrasi         (101.886) 

PENDAPATAN KEUANGAN   

   Pendapatan bunga deposito berjangka - bersih             65.659  

   Pendapatan bunga dari pihak berelasi                       -  

   Pendapatan jasa giro               5.162  
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Jumlah pendapatan keuangan            70.821  

BEBAN KEUANGAN                       -  

   Administrasi bank                       -  

   Bunga pinjaman bank                    51  

Jumlah beban keuangan                  (51) 

PENDAPATAN LAIN-LAIN   

   Pendapatan sewa             10.088  

   Laba atas pelepasan investasi                       -  

   Pemulihan penyisihan atas piutang usaha                  376  

   Laba atas pelepasan aset tetap                  220  

   Lain-lain               2.369  

Jumlah pendapatan lain-lain            13.053  

BEBAN LAIN-LAIN   

   Penyisihan penurunan nilai piutang                    11  

   Rugi selisih kurs               1.861  

   Lain-lain                       -  

Jumlah beban lain-lain            (1.872) 

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN         560.399  

BEBAN PAJAK PENGHASILAN   

   Pajak kini          (125.047) 

   Pajak tangguhan               2.123  

Beban pajak Penghasilan - Neto          (122.924) 

LABA NETO TAHUN BERJALAN         437.475  

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   

   Pengukuran kembali iklan pasca kerja                  563  

   Pajak penghasilan terkait                 (140) 

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi   

   Laba yang belum terealisasi atas aset                        -  

   keuangan tersedia untuk dijual   

PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN,                  423  

SETELAH DIKURANGI PAJAK   

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN         437.898  

LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:   

   Pemilik entitas induk           437.474  

   Kepentingan non pengendali                      1  

JUMLAH           437.475  

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF   

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:   

   Pemilik entitas induk           437.897  

   Kepentingan non pengendali                      1  

JUMLAH           437.898  

Laba Neto Per Saham Dasar (dalam nilai penuh)                    29  

Sumber : Annual Report PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 
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4.6.2 Unsur – Unsur Perencanaan Pajak 

 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasrkan peraturan 

perpajakan yang tertera pada Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 

pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3 dan dikenakan atas penghasilan kena 

pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak, langkah awalnya 

adalah menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian 

dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari 

penghasilan bruto (deductible expenses) yang diatur dalam dalam UU PPh No. 36 

Tahun 2008 pasal 6. Selisih atas keduanya (penghasilan bruto – biaya deductible) 

adalah laba kena pajak (net taxable income/profit) yang menjadi objek pengenaan 

pajak penghasilan.  

 Pajak atas penghasilan dapat berupa gaji, upah, honorarium, dan 

pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 

pribadi subjek pajak dalam negeri.  

 Berdasarkan data – data kebijakan perusahaan PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sidomuncul Tbk yang telah dijelaskan diatas maka dapat disusun 

beberapa strategi perencanaan perpajakan yaitu berupa pemberian tunjangan 

pengobatan, pemberian tunjangan pajak secara gross up, klausal pajak dalam 

perjanjian/kontrak kerja, pemberian uang saku secara lump-sum, pemberian 

tunjangan makan. Tetapi peneliti tidak menggunakan semua komponen yang 

sehubungan dengan tax planning. Peneliti hanya menggunakan tax planning 

melalui rekonsiliasi fiskal pada beberapa akun, pemberian tunjangan pajak secara 
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gross up, dan pemberian pertimbangan metode penyusutan dikarenakan apabila                                                                

yang terjadi adalah laba perusahaan menjadi berkurang walaupun pajak yang 

dibayarkan akan mengalami penurunan.  

 Laporan keuangan merupakan tolak ukur yang digunakan oleh pihak-pihak 

berkepentingan /stakeholder: para investor (pemegang saham) atau calon investor, 

para kreditur (perbankkan), untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), rapat 

umum pemegang saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya. Sehingga 

pengukuran kinerja sangat dibutuhkan dalam menjadi tolak ukur penyusunan 

laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan tingkat kesehatan 

suatu perusahaan. Penurunan laba perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap 

pengukuran kinerja keuangan. 

 Melihat hal diatas dalam pengambilan suatu tindakan yang bijaksana 

sangat dibutuhkan dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya: aspek 

komersial, aspek fiskal, dan aspek manajemen.  

 Untuk mengatasi masalah yang telah dipaparkan pada data diatas maka 

peneliti akan melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan peluang yang 

strategis namun sesuai dengan peraturan perpajakan guna meminimalkan jumlah 

pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak badan. 

 Berikut ini langkah-langkah perencanaan pajak yang sesuai dengan 

kondisi perusahaan: 
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1. Penundaaan pembayaran pajak melalui pemilihan metode penyusutan aset 

tetap 

Biaya penyusutan disini merupakan alokasi jumlah suatu asset yang dapat 

di susutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan 

perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut 

semakin berkurang. Pengurangan nilai asset dibebankan secara bertahap.  

 Penyusutan aset tetap akan tercatat pada dua laporan keuangan perusahaan 

yaitu pada laporan posisi keuangan (pada sisi aktiva tetap) dan laporan laba rugi 

(pada pos biaya/beban). Pada laporan laba rugi biaya penyusutan dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian semakin besar biaya yang 

dikurangkan maka semakin kecil penghasilan kena pajaknya yang mengakibatkan 

pajak terutang perusahaan semakin kecil.  

 Pada data perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, 

menggunakan metode penyusutan garis lurus. Hal ini sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang tertera pada undang-undang bahwa metode garis lurus sebagai 

metode penyusutan asset tetap. Dan diperbolehkan juga menggunakan metode 

penyusutan lain dalam penyusutan aset selain bangunan.  

 Strategi perencanaan pajak daam memilih metode penyusutan aset 

menurut penulis adalah metode saldo menurun untuk perhitungan nilai 

penyusutan aset tetap selain bangunan. Karena biaya yang diakui perusahaan 

dapat lebih besar pada awalnya, meskipun biaya penyusutan akan sama pada 

akhirnya, namun biaya yang lebih diakui dapat membantu perusahan untuk 

memperkecil pajak dengan mempertimbangkan present value sehingga kas dapat 
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digunakan untuk kegiatan perusahaan yang lain. Tetapi, pada PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sidomuncul Tbk tidak berlaku hal demikian, karena dalam 

perhitungan penyustan asset dengan menggunakan metode saldo menurun akan 

Nampak kecilnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan dan ini akan berakibat 

pada penilaian kinerja suatu perusahaan. Namun peneliti akan menyajikan 

penerapan metode penyusutan saldo menurun, dengan tujuan suapaya dapat 

dijadikan bahan pertimbangan. 

Data – data yang dibutuhkan dalam perhitungan penyusutan asset tetap 

pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dapat dilihat pada lampiran 

5.   Contoh penerapan perencanaan pajak dengan metode saldo menurun 

dalam menghitung penyusutan asset tetap PT Industri Jamu dan Farmasi 

Sidomuncul Tbk: 

Tabel 4.4 

Perhitungan Masa Asset Tahun 2015 

No 
 

ASSET 
 

Harga  
Perolehan 

Akumulasi  
Penyusutan 

Akum 
penyusutan/HP 

Umur 
Asset 

Massa 
Asset 

1 Bangunan  Rp. 291.228   Rp. 58.760  0,2 20 4 

2 Mesin  Rp. 420.883   Rp. 222.128  0,5 8 4 

3 Peralatan  Rp. 60.066   Rp. 37.228  0,6 4 2 

4 Kendaraan  Rp. 32.969   Rp. 19.254  0,6 8 5 

5 Inventaris Kantor  Rp. 7.599   Rp. 5.328  0,7 4 3 
 Sumber: PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (Data diolah) 

1) Bangunan 

 Berdasarkan peraturan perpajakan dalam menghitung penyusutan 

bangunan merupakan kelompok 4, diwajibkan menggunakan metode garis 

lurus dengan umur ekonomis 20 tahun sehingga memiliki tarif 5%. Berikut 

adalah perhitungannya: 
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Penyusutan  = Harga Perolehan x Tarif 

   = Rp. 291.228.000.000 x 5% 

   = Rp. 14.561.000.000/Tahun 

Jadi nilai penyusutan bangunan pertahunnya sebesar Rp. 

14.561.000.000/Tahun. Sehingga pada masa ke 4 pun penyusutannya 

memiliki nilai yang sama. 

2) Mesin 

 Mesin menurut peraturan perpajakan merupakan kelompok II dengan tarif 

penyusutan 25% jika menggunakan metode saldo menurun.  Berikut 

pemaparan perhitungannya: 

Tabel 4.5 

Perhitungan Penyusutan Mesin 

Tahun 

Penyusutan 

Tarif Harga 

Perolehan 

Akumulasi 

Penyusutan 

1 25% Rp. 420.883 Rp. 105.221 

2 25% Rp. 315.662 Rp.  78.916 

3 25% Rp. 236.747 Rp.  59.187 

4 25% Rp. 177.560 Rp.  44.390 

5 25% Rp. 133.170 Rp.  33.293 

6 25% Rp.  99.878 Rp.  24.969 

7 25% Rp.  74.908 Rp.  18.727 

8 25% Rp.  56.181 Rp.  56.181 
Sumber: PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (Data diolah) 

Dari perhitungan diatas disajikan bahwa nilai penyusutan mesin pada tahun 

ke 4 adalah sebesar Rp. 44.390 (dalam jutaan) atau Rp. 44.390.000.000 dalam 

rupiah.  
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3) Peralatan 

 Peralatan menurut peraturan perpajakan merupakan kelompok 1 dengan 

tarif penyusutan 50% jika menggunakan metode saldo menurun.  Berikut 

pemaparan perhitungannya: 

Tabel 4.6 

Perhitungan Penyusutan Peralatan 

Tahun 

Penyusutan 

Tarif Harga 

Perolehan 

Akumulasi 

Penyusutan 

1 50% Rp. 60.066 Rp. 30.033 

2 50% Rp. 30.033 Rp.  7.508 

3 50% Rp. 22.525 Rp.  5.631 

4 50% Rp. 16.894 Rp. 16.894 
   Sumber : PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (Data diolah) 

Dari perhitungan diatas disajikan bahwa nilai penyusutan peralatan pada 

tahun 2 adalah sebesar Rp. 7.508 (dalam jutaan) atau Rp.7.508.000.000 dalam 

rupiah. 

4) Kendaraan 

Kendaraan merupakan harta berwujud yang bukan bangunan namun 

merupakan kelompok 2 menurut undang – undnag perpajakan dengan tarif 

25%. Berikut perhitungannya: 
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Tabel 4.7 

Perhitungan Penyusutan Kendaraan 

Tahun 

Penyusutan Tarif 

Harga 

Perolehan 

Akumulasi 

penyusutan 

1 25% Rp. 32.969 Rp. 8.242 

2 25% Rp. 24.727 Rp. 6.182 

3 25% Rp. 18.545 Rp. 4.636 

4 25% Rp. 13.909 Rp. 3.477 

5 25% Rp. 10.432 Rp. 2.608 

6 25% Rp.   7.824 Rp. 1.956 

7 25% Rp.   5.868 Rp. 1.467 

8 25%  Rp.   4.401   Rp. 4.401  
  Sumber: PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (Data diolah) 

 Dari perhitungan diatas disajikan bahwa nilai penyusutan Kendaraan pada 

tahun ke 5 adalah sebesar Rp. 2.608 (dalam jutaan) atau Rp. 2.608.000.000 

dalam rupiah. 

5) Inventaris Kantor 

Inventaris kantor menurut peraturan perpajakan merupakan kelompok 1 

dengan tarif penyusutan 50% jika menggunakan metode saldo menurun.  

Berikut pemaparan perhitungannya: 

Tabel 4.8 

Perhitungan Penyusutan Peralatan 

Tahun 

Penyusutan Tarif 

Harga 

Perolehan 

Akumulasi 

penyusutan 

1 50%  Rp. 7.599   Rp. 3.800  

2 50%  Rp. 3.800   Rp.    950  

3 50%  Rp. 2.850   Rp.    712  

4 50%  Rp. 2.137   Rp. 2.137  
Sumber : PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk (Data diolah) 

 Dari perhitungan diatas disajikan bahwa nilai penyusutan Inventaris 

Kantor pada tahun ke 3 adalah sebesar Rp. 712 (dalam jutaan) atau 

Rp.712.000.000 dalam rupiah. 
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Jadi dapat disimpulkan secara rinci penyusutan dengan menggunakan saldo 

menurun kecuali bangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Bangunan    Rp.  14.561.000.000 

Mesin    Rp.  44.390.000.000 

Peralatan   Rp.    7.508.000.000 

Kendaraan   Rp.    2.608.000.000 

Inventaris Kantor  Rp.       712.000.000 

Total Penyusutan  Rp.  69.778.000.000 

Sebelum Perencanaan Pajak Rp.  53.137.000.000 

Selisih     Rp.  16.641.000.000 

 Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan 

metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun di 

tahun 2015 memiliki selisih sebesar Rp. 16.641.000.000 dari pada perhitungan 

penyusutan menggunakan metode garis lurus. Prinsip dari metode saldo menurun 

ini adalah pembebanan ditekankan di awal tahun penyusutan. Untuk membuktikan 

penghematan tersebut, akan disajikan dalam perhitungan presentase sebagai 

berikut: 

Presentase % = 
                   

                     
       

  = 
              

               
       

  = 12,7 % 

Dari perhitungan presentase diatas maka pengaruh seleisih atau penghematan 

tersebut sejumlah 12,7%. Sehingga metode ini tidak disarankan jika untuk 

perusahaan yang sedang bertahan di kancah persaingan global, karena akan 
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mengakibatkan penurunan laba yang dapat mempengaruhi pada kinerja keuangan. 

Jadi akan lebih baik tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus. Di lain 

hal metode saldo menurun akan sangat memberikan pengaruh yang besar jika di 

lihat dari aspek present value.  

2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak 

Diperkenankan Sebagai pengurang  

Perencanaan pajak bisa dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal dan 

meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Adapun biaya 

biaya tersebut yang ada pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 

sebagai berikut: 

1. Pemberian natura terhadap karyawan 

 Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 9 

ayat 1 menyatakan bahwa: 

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian imbalan dalam bentuk 

natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjanaan yang diterapkan dengan keputusan menteri keuangan. 

 Pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk peluang yang dapat 

digunakan adalah biaya keperluan RS. Biaya yang diperlukan untuk penyediaan 

fasilitas kesehatan. Biaya yang dikeluarkan sebaiknya berbentuk tunjangan 

kesehatan. Sehingga rekonsiliasi fiskal sebelum pajak meningkat. 
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 Dilain hal Perseroan memastikan telah memberikan remunerasi karyawan 

di atas standar pengupahan minimum yang ditetapkan pemerintah. Pada 

dasarnya, Perseroan berupaya memberikan besaran remunerasi yang kompetitif 

mengacu pada industri sejenis agar dapat memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Selain gaji tetap, remunerasi yang 

diterima karyawan berupa fasilitas dan tunjangan lain, diantaranya adalah: 

a. BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 

b. BPJS Kesehatan 

c. Pemberian tunjangan lainnya : 

1) Uang makan 

2) Uang transport 

3) Uang shift 

4) Uang suplesi 

5) Uang cek jamu 

6) Uang insentif kehadiran 

7) Uang Tunjangan Pembantu pengawas 

Melihat data diatas berarti perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak 

dalam hal memaksimalkan biaya diskal dan memnimalkan biaya yang tidak 

diperkenankan sebagai pengurang atau bisa dikenal dengan istilah tax saving.  
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2. Beban lain-lain 

 Beban lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak 

memiliki akun tersendiri dan tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan 

pengeluaran tersebut. Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sidomuncul Tbk dikenakan koreksi fiskal positif karena tidak 

terdapat daftar bukti normatif yang dapat dijadikan bukti yang sah bagi fiskus. 

Namun, untuk tahun berikutnya agar biaya lain lain dapat diakui sebagai biaya 

fiskal. Bukti normatif digunakan untuk melengkapi lampiran SPT agar dapat 

dikurangkan sebagai biaya fiskal, sehingga perusahaan dapat mengifisensikan 

beban pajak perusahaan. 

3. Sumbangan, harta yang dihibahkan, dan zakat 

Sumbangan, harta yang dihibahkan, dan zakat merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk kepentingan sosial. Akun sumbangan 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk harus dikoreksi fiskal karena 

tidak ada bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Di lain hal, 

akun ini bisa dijadikan pengurang dalam laporan keuangan fiskal apabila 

sumbangan ini ditujukan untuk GNOTA. Karena tidak ada bukti yang 

menunjukkan pengeluaran atas hal tersebut, maka tidak dapat dijadikan sebagai 

pengurang. 

Zakat merupakan iuran wajib bagi umat beragama islam sebagai bentuk 

pembersihan harta. Zakat dikeluarkan pada waktu tertentu. Pada zaman 

Rosulullah SAW umat islam diwajibkan mengeluarkan zakat dan umat non 

muslim diwajibkan membayar pajak guna untuk memenuhi kebutuhan negara. 
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Melihat hal tersebut zakat dapat diakui sebagai pengurang apabila zakat tersebut 

dikeluarkan atau diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah seperti yang dijelaskan pada undang-

undang PPh Pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf m. pada PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk tidak ada keterangan yang menjelaskan 

mengenai pengeluaran zakat ataupun sumbangan. Sehingga hal ini tidak dapat 

dijadikan sebagai peluang untuk upaya efisiensi beban pajak. 

4. Perjalanan dinas 

Pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk harus dilakukan 

koreksi fiskal positif karena tidak ada bukti normatife yang menyatakan bahwa 

pengeluaran tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak 

dapat diakui sebagai pengurang laba.  

5. Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode Gross Up 

 Upaya untuk menghemat pajak juga dapat dilakukan perusahaan dengan 

memberikan tunjangan pajak bagi karyawan. Dibandingkan dengan tindakan 

pemotongan PPh yang ditanggung karyawan atau ditanggung oleh pemberi 

kerja. Upaya pemberian remunerasi berupa tunjangan kepada karyawan akan 

memperbesar biaya operasional perusahaan. Secara otomatis biaya operasional 

yang semakin tinggi, maka pajak terutang akan semakin kecil. Hal tersebut 

sudah diterapkan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. 

 Metode gross up merupakan metode pemotongan pajak, dimana 

perusahaan memberikan tunjangan pajak pph pasal 21 yang diformulasikan 

jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak pph pasal 21 yang akan di potong 
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dari karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up yang sesuai 

UU PPh No. 36 Tahun 2008, harus dilakukan dengan dua tahap.  

Tabel 4.9 

Rumus Tunjangan Pajak dengan metode Gross Up yang sesuai dengan UU 

PPh No.36 Tahun 2008 

 
PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000, Pajak = 1/0,95 (PKP x 5%) 

PKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000, Pajak = 1/0,85 [(PKP x 15%0 – Rp 

5.000.000] 

PKP di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000, Pajak = 1/0,75 [(PKP x 25%0 – 

Rp 30.000.000] 

PKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000, Pajak = 1/0,75 [(PKP x 35% – Rp 

55.000.000] 

 

 Penggunaan metode gross up atas pajak penghasilan PPh pasal 21 yang 

ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas pasal 4 

huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. 

Contoh penerapan Metode Gross Up:  

Tuan X, Pegawai Tetap PT Industri Jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk sejak 

tahun 2005, status K/1, tahun 2008 menerima perhitungan pajak PPh Pasal 21 

sebagai berikut: 

Gaji/Tahun 

 

Rp. 120.000.000  

 
 

Tunjangan makan 

 

Rp.     2.000.000  

 
 

Tunjangan transport 

 

Rp.     1.500.000  
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Tunjangan suplesi 

 

Rp.     1.000.000  

 
 

Tunjangan shift 

 

Rp.     2.000.000  

 
 

JKK = 1,27% x 120 jt 

 

Rp.     1.524.000  

 
 

JKM = 0,30% x 120 jt  

 

Rp.       360.000  

  Gaji Bruto 

 

Rp. 128.384.000  

  Pengurang 

    

   Biaya Jabatan 

 

Rp.1.296.000  

   

   JHT 

 

Rp.2.400.000  

   Total Pengurangan 

 

Rp. (3.696.000) 

  Penghasilan Neto 

 

Rp.124.688.000  

  PTKP K/1 

 

Rp.(63.000.000) 

  PKP 

 

Rp. 61.688.000  

  

     Karena PKP ada di lapisan ke 2, maka rumus Gross Up yang dipakai adalah lapisan 

ke 2: 

Lapisan Ke-2                    =  (PKP x 15%) - 1.250.000  

  

 

 0,9  

  Tunjangan Pajak               =  (61.688.000 x 15%) - 1.250.000  

  

 

0,9 

  

Tunjangan Pajak               = 

             

7.864.311  

   Setelah diketahui berapa tunjangan pajak dengan rumus gross up, baru 

dimasukkan unsur tunjangan pajak sebagai unsur penghasilan wajib pajak.  

 Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah Rp. 1.539.000.000 dan 

jumlah ini semuanya bisa dibiayakan. Di lain hal, berdasarkan aspek komersial, 
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kebijakan penerapan metode gross up akan terlihat memberatkan perusahaan 

karena menimbulkan pengecilan laba sebelum pajak. Namun hal tersebut 

memberikan keuntungan dari segi fiskal yaitu dengan meningkatnya beban 

perusahaan dapat memberikan dampak penurunan terhadap PPh Badan karena 

beban teersebut dapat dibiayakan. Adapun perhitungannya akan disajikan dalam 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Perhitungan Penghematan Pajak Setelah dengan 

Pemberian Tunjangan Pajak 

 

 

 

 Dari perhitungan di atas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan 

dengan memberikan tunjangan pajak adalah sebesar Rp. 580.252.198 (Rp. 

131.365.250.000 – Rp. 130.784.997.802). Pemberian tunjangan pajak ini tidak 

bisa diterapkan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Karena 

tunjangan pajak dengan metode gross up ini akan menambah beban perusahaan 

sehingga dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. 

3. Rekonsiliasi SPT 

 Rekonsiliasi SPT merupakan strategi yang dapat digunakan untuk 

mengefisiensikan beban PPh Badan. Sebaiknya perusahaan melakukan 

rekonsiliasi secara periodik antara rekening-rekening yang ada di SPT PPh 

Badan, SPT PPh Pasal 21, dan SPT PPN. Jika ada perbedaan segera dapat 

dilakukan koreksi. Hal ini untuk menghindari pengenaan sanksi. Rekonsiliasi 

Pendapatan Rp         2.219.132.000.000 

Biaya Rp       (1.693.671.000.000) 

PKP Rp             525.461.000.000 

PPh Badan Terutang (25% x PKP) Rp             131.365.250.000 
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dapat dilakukan antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 dan antara 

SPT PPh Badan dengan SPT PPN. 

a. Rekonsiliasi antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 adalah 

prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KKP terhadap jumlah biaya 

gaji dan tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak 

perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, yang 

tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini 

terdiri dari gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan dan 

penghasilan lain yang diberikan kepada pihak perorangan lainnya yang 

menjadi objek PPh Pasal 21, apakah jumlahnya telah sama antara yang 

ada dalam SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21. 

b. Rekonsiliasi antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN 

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN berkaitan dengan 

prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KKP untuk mengecek 

apakah jumlah omzet penjualan dalam SPT PPh Badan dengan jumlah 

omzet SPT PPN bulan Desember tahun yang bersangkutan sudah 

sama. Perlu diperhatikan mengapa omzet penjualan antara yang 

tercantum dalam SPT PPh Badan dengan SPT PPN bisa berbeda. Hal 

ini dikarenakan hal-hal berikut: 

a. Omzet penjualan yang tercantum dalam SPT PPh Badan lebih 

besar dari omzet penjualan SPT PPN karena penjualan untuk SPT 

PPh Badan menggunakan asas basis akrual sehingga atas penjualan 
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kredit, jika barang telah diserahkan maka penjualannya sudah 

dilaporkan, sedangkan pada SPT PPN, penjualan kredit baru dibuat 

faktur pajaknya pada akhir bulan setelah penyerahan barang. 

b. Omzet penjualan yang tercantum dalam SPT PPh bisa lebih kecil 

dari omzet penjualan di SPT PPN karena dapat uang muka atas 

penjualan yang barangnya belum diserahkan sudah harus dibuat 

faktur pajaknya, sementara penjualan tersebut baru dilaporkan 

setelah penyerahan barang. 

4. Pengajuan penurunan angsuran masa PPh Pasal 25 

 Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 tergantung dari besarnya PPh 

terutang tahun lalu atau adanya kenaikan laba pada RKAP tahun berjalan 

untuk BUMN/BUMD. Namun, bisa saja terjadi diproyeksikan dalam tahun 

berjalan akan terdapat penurunan laba (Penghasilan Kena Pajak), sehingga 

jika kita mengangsur PPh Pasal 25 yang besarnya berdasarkan tahun lalu 

maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran 

pajak. Untuk itu, sebaiknya perusahaan mengajukan permohonan 

penurunan angsuran masa dengan disertai proyek laba pada akhir tahun 

dan alasannya terjadi penurunan laba. Hal ini disebabkan jika terjadi 

kelebihan pembayaran pajak yang walaupun dapat direstitusi, tetapi 

sebelumnya wajib pajak akan dikenakan tindakan pemeriksaan. 
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5. Menghindari pemerikasaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat 

jendral pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang: 

a. SPT lebih bayar 

b. SPT rugi 

c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memsukkan SPT  

d. Terdapat informasi pelanggaran  

e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh dirjen pajak 

 Pada data yang tertera dalam laporan keuangan, disebutkan bahwa PT 

Industri Jamu dan Farmasin Sido Muncul Tbk memiliki rincian pada beban 

umum dan administrasi yaitu akun pajak dan denda pajak sebesar Rp. 

1.222.000.0000. Hal tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif, karena 

dalam laporan keuangan fiskal, akun dan denda pajak tidak dapat diakui 

sebagai pengurang. Melihat pemaparan diatas, maka peneliti 

merekomendasikan untuk perusahaan agar dapat melakukan perencanaan 

pajak dalam hal menghindari pemeriksaan pajak agar beban pajak dapat 

lebih efisien. 

6. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh 

Pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun 

berjalan akan terjadi kelebihan pembayran pajak. 

b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor  
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Tabel 4.11 

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk 

REKONSILIASI RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 

(Dalam Jutaan) 

KETERANGAN LABA  

RUGI KOMERSIAL 
BEDA POSITIF BEDA NEGATIF LABA RUGI FISKAL 

PENJUALAN         

   Jamu Herbal dan suplemen           1.145.731                              -                               -                            1.145.731  

   Makanan dan minuman              996.768                              -                               -                               996.768  

   Farmasi                76.037                              -                               -                                 76.037  

PENJUALAN NETO           2.218.536                              -                               -                            2.218.536  

BEBAN POKOK PENJUALAN         

   Bahan baku         

      Persediaan awal              162.628                              -                               -                               162.628  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                         -                              -                               -                                           -  

      Pembelian           1.049.407                              -                               -                            1.049.407  

      Persediaan akhir            (199.659)                             -                               -                             (199.659) 

   Jumlah bahan baku digunakan            1.012.376                              -                               -                            1.012.376  

   Upah langsung                  1.856                              -                               -                                   1.856  

   Persediaan dalam proses                         -                              -                               -                                           -  

      Persediaan awal                  4.007                              -                               -                                   4.007  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                         -                              -                               -                                           -  

      Persediaan akhir                (9.890)                             -                               -                                 (9.890) 

   Jumlah beban pokok produksi           1.008.349                              -                               -                            1.008.349  
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   Persediaan barag jadi                               -                               -                                           -  

      Persediaan awal                61.122                              -                               -                                 61.122  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                         -                              -                               -                                           -  

      Pembelian                         -                              -                               -                                           -  

      Lain-lain                  3.760                      3.760                               -                                           -  

      Persediaan akhir              (54.425)                             -                               -                               (54.425) 

      Beban peyisihan penurunan nilai persediaan                  2.020                              -                               -                                   2.020  

   Beban tenaga kerja langsung                70.111                              -                               -                                 70.111  

   Beban produksi tidak langsung              244.234                              -                               -                               244.234  

Jumlah Beban Pokok Penjualan            1.335.171                              -                               -                            1.331.411  

BEBAN PRODUKSI TIDAK LANGSUNG         

   Gaji dan tunjangan                67.892                                     67.892  

   Penyusutan                53.137                                     53.137  

   Royalti                30.209                                     30.209  

   Beban utilitas                23.175                                     23.175  

   Bahan bakar                15.600                                     15.600  

   Pemeliharaan mesin                13.479                                     13.479  

   Transportasi                11.228                                     11.228  

   Pemeliharaan bangunan pabrik                  7.251                                       7.251  

   Perlengkapan laborat                  3.171                                       3.171  

   Perlengkapan produksi                  1.757                                       1.757  

   Sewa                  1.411                                       1.411  

   Asuransi (Aset Tetap)                  1.085                                       1.085  

   Pengolahan air dan limbah                  2.486                                       2.486  

   Biaya perlengkapan produksi                  3.422                                       3.422  
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   Biaya riset da pengembangan produk                  1.430                                       1.430  

   Lain-lain                  7.501                      7.501                                             -  

Jumlah Beban produksi tidak langsung              244.234                                   236.733  

BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN         

   Iklan dan promosi              202.768                                   202.768  

   Gaji dan tunjangan                43.450                                     43.450  

   Bongkar muat                26.846                                     26.846  

   Bonus outlet                  9.839                      9.839                                             -  

   Perjalanan dinas                  3.276                      3.276                                             -  

   Hubugan masyarakat                  2.578                                       2.578  

   Angkutan penjualan                   2.009                                       2.009  

   Salesman operational                  1.669                                       1.669  

   Penyusutan                  1.550                                       1.550  

   Sumbangan                  1.465                      1.465                                             -  

   Pemeliharaan                  1.317                                       1.317  

   Sewa                     197                                          197  

   Seminar, penyuluhan, dan rapat                     135                                          135  

   Lain-lain                  5.932                      5.932                                             -  

Jumlah beban penjualan dan pemasaran              303.031                                   282.519  

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI         

   Gaji dan tunjangan                42.298                                     42.298  

   Penyusutan                14.486                                     14.486  

   Imbalan kerja                  9.722                                       9.722  

   Sewa                  5.198                                       5.198  

   Jasa professional                  3.729                                       3.729  
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   Perbaikan dan pemeliharaan                  3.625                                       3.625  

   Perjalanan dinas                   2.578                      2.578                                             -  

   Sumbangan                  2.555                      2.555                                             -  

   Listrik                  2.189                                       2.189  

   Seminar dan rapat                  1.495                                       1.495  

   Pajak dan denda pajak                  1.222                      1.222                                             -  

   Keperluan RS                  1.159                      1.159                                             -  

   Bahan Bakar                  1.094                                       1.094  

   Keperluan kantor                  1.067                                       1.067  

   Komunikasi                      989                                          989  

   Perijinan                     966                                          966  

   Lain-lain                  7.514                      7.514                                             -  

Jumlah beban umum dan administrasi               101.886                                     86.858  

PENDAPATAN KEUANGAN         

   Pendapatan bunga deposito berjangka - bersih                65.659                      (65.659)                                          -  

   Pendapatan bunga dari pihak berelasi                         -                                               -  

   Pendapatan jasa giro                  5.162                        (5.162)                                          -  

Jumlah pendapatan keuangan                70.821                                               -  

BEBAN KEUANGAN         

   Administrasi bank                         -                                               -  

   Bunga pinjaman bank                       51                                            51  

Jumlah beban keuangan                       51                                            51  

PENDAPATAN LAIN-LAIN         

   Pendapatan sewa                10.088                      (10.088)                                          -  

   Laba atas pelepasan investasi                         -                                               -  
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   Pemulihan penyisihan atas piutang usaha                     376                                          376  

   Laba atas pelepasan aset tetap                     220                                          220  

   Lain-lain                  2.369                        (2.369)                                          -  

Jumlah pendapatan lain-lain                13.053                                          596  

BEBAN LAIN-LAIN         

   Penyisihan penurunan nilai piutang                       11                                            11  

   Rugi selisih kurs                  1.861                                       1.861  

   Lain-lain                         -                                               -  

Jumlah beban lain-lain                  1.872                                       1.872  

Sumber : Annual Report PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 
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Tabel 4.12 

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 

 KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 

(Disajiakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

KETERANGAN JUMLAH 

PENJUALAN         2.218.536  

BEBAN POKOK PENJUALAN   

   Bahan baku   

      Persediaan awal               162.628  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                          -  

      Pembelian            1.049.407  

      Persediaan akhir             (199.659) 

   Jumlah bahan baku digunakan             1.012.376  

   Upah langsung                   1.856  

   Persediaan dalam proses                          -  

      Persediaan awal                   4.007  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                          -  

      Persediaan akhir                 (9.890) 

   Jumlah beban pokok produksi            1.008.349  

   Persediaan barag jadi                          -  

      Persediaan awal                 61.122  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                          -  

      Pembelian                          -  

      Lain-lain                          -  

      Persediaan akhir               (54.425) 

      Beban peyisihan penurunan nilai persediaan                   2.020  

   Beban tenaga kerja langsung                 70.111  

   Beban produksi tidak langsung   

      Gaji dan tunjangan                 67.892  

      Penyusutan                 53.137  

      Royalti                 30.209  

      Beban utilitas                 23.175  

      Bahan bakar                 15.600  

      Pemeliharaan mesin                 13.479  

      Transportasi                 11.228  

      Pemeliharaan bangunan pabrik                   7.251  

      Perlengkapan laborat                   3.171  

      Perlengkapan produksi                   1.757  
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      Sewa                   1.411  

      Asuransi (Aset Tetap)                   1.085  

      Pengolahan air dan limbah                   2.486  

      Biaya perlengkapan produksi                   3.422  

      Biaya riset da pengembangan produk                   1.430  

      Lain-lain                          -  

   Jumlah Beban produksi tidak langsung               236.733  

Jumlah Beban Pokok Penjualan        (1.323.910) 

LABA KOTOR             894.626  

BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN   

   Iklan dan promosi               202.768  

   Gaji dan tunjangan                 43.450  

   Bongkar muat                 26.846  

   Bonus outlet                          -  

   Perjalanan dinas                          -  

   Hubugan masyarakat                   2.578  

   Angkutan penjualan                    2.009  

   Salesman operational                   1.669  

   Penyusutan                   1.550  

   Sumbangan                          -  

   Pemeliharaan                   1.317  

   Sewa                      197  

   Seminar, penyuluhan, dan rapat                      135  

   Lain-lain                          -  

Jumlah beban penjualan dan pemasaran             (282.519) 

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI   

   Gaji dan tunjangan                 42.298  

   Penyusutan                 14.486  

   Imbalan kerja                   9.722  

   Sewa                   5.198  

   Jasa profesional                   3.729  

   Perbaikan dan pemeliharaan                   3.625  

   Perjalanan dinas                           -  

   Sumbangan                          -  

   Listrik                   2.189  

   Seminar dan rapat                   1.495  

   Pajak dan denda pajak                          -  

   Keperluan RS                          -  

   Bahan Bakar                   1.094  

   Keperluan kantor                   1.067  

   Komunikasi                       989  



120 
 

 
 

   Perijinan                      966  

   Lain-lain                          -  

Jumlah beban umum dan administrasi                (86.858) 

PENDAPATAN KEUANGAN   

   Pendapatan bunga deposito berjangka - bersih                          -  

   Pendapatan bunga dari pihak berelasi                          -  

   Pendapatan jasa giro                          -  

Jumlah pendapatan keuangan                          -  

BEBAN KEUANGAN   

   Administrasi bank                          -  

   Bunga pinjaman bank                        51  

Jumlah beban keuangan                      (51) 

PENDAPATAN LAIN-LAIN   

   Pendapatan sewa                          -  

   Laba atas pelepasan investasi                          -  

   Pemulihan penyisihan atas piutang usaha                      376  

   Laba atas pelepasan aset tetap                      220  

   Lain-lain                          -  

Jumlah pendapatan lain-lain                      596  

BEBAN LAIN-LAIN   

   Penyisihan penurunan nilai piutang                        11  

   Rugi selisih kurs                   1.861  

   Lain-lain                          -  

Jumlah beban lain-lain                 (1.872) 

    

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN             523.922  

BEBAN PAJAK PENGHASILAN   

   Pajak kini             (125.047) 

   Pajak tangguhan                   2.123  

Beban pajak Penghasilan – Neto             (122.924) 

LABA NETO TAHUN BERJALAN             400.998  

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   

   Pengukuran kembali iklan pasca kerja                      563  

   Pajak penghasilan terkait                    (140) 

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi   

   Laba yang belum terealisasi atas aset                           -  

   keuangan tersedia untuk dijual   
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PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN TAHUN 

BERJALAN,                      423  

SETELAH DIKURANGI PAJAK   

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN             401.421  

LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:   

   Pemilik entitas induk               400.997  

   Kepentingan non pengendali                          1  

JUMLAH               400.998  

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF   

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:   

   Pemilik entitas induk               401.420  

   Kepentingan non pengendali                          1  

JUMLAH               401.421  

Laba Neto Per Saham Dasar (dalam nilai penuh)                       29  

Sumber : Annual Report PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk 

 

Besar Pajak Peghasilan 
    

= 
       

523.922.000.000  
x 25% 

 

= 
       

130.980.500.000     

PPh Terutang  
   

       

130.980.500.000  

Kredit Pajak  
    

 
UM PPh 25 

  
119.820.000.000  

KURANG BAYAR (PPh ps 29) 
  

         

11.160.500.000  

Angsuran PPh 25 per bln 
 

= 
          

130.980.500.000   

   
12 

 

  
= 

   

10.915.041.667   
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Implikasi Penerapan Tax Planning Perpajakan 

 Dalam melakukan tax planning peneliti menuliskan beberapa alternatif 

yang dapat dipakai dalam batasan legal. Adapun alternatif tersebut antara lain: 

1. Alternatif 1 

 Pada alternatif yang pertama ini peneliti akan melakukan pembenahan atau 

penambahan informasi pada beberapa akun yang telah dikoreksi fiskal. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1) Beban pokok penjualan 

 Akun lain - lain 

2) Beban penjualan dan pemasaran 

a. Perjalanan dinas 

b. Sumbangan  

c. Lain-lain 

3) Beban umum dan administrasi 

a. Perjalanan dinas 

b. Sumbangan 

c. Pajak dan denda pajak 

d. Keperluan RS 

e. Pendapatan lain-lain 

f. Lain-lain 

2. Alternatif ke 2 

a. Menerapkan alternatif 1  

b. Melakukan perhitungan penyusutan menggunakan metode saldo menurun 
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 Alternative diatas, menurut peneliti merupakan alternatif perencanaan 

pajak yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan pada PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sidomuncul Tbk. Hal tersebut telah disesuaikan dan dipertimbangkan  

dari beberapa aspek, dengan tujuan agar tidak terjadi simpang siur dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sehingga laba yang diperoleh 

perusahaan akan menjadi maksimal. 

 Beberapa alternatif diatas akan disajikan hasilnya pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.13 

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk 

ALTERNATIF - ALTERNATIF TAX PLANNING 

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 

(Dalam Jutaan) 

KETERANGAN LABA RUGI 

KOMERSIAL 
LABA RUGI FISKAL Alternatif 1 Alternatif 2 

PENJUALAN         

   Jamu Herbal dan suplemen           1.145.731           1.145.731             1.145.731           1.145.731  

   Makanan dan minuman              996.768              996.768                996.768              996.768  

   Farmasi                76.037                76.037                  76.037                76.037  

PENJUALAN NETO           2.218.536           2.218.536             2.218.536           2.218.536  

BEBAN POKOK PENJUALAN         

   Bahan baku         

      Persediaan awal              162.628              162.628                162.628              162.628  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                          -                         -                            -                          -  

      Pembelian           1.049.407           1.049.407             1.049.407           1.049.407  

      Persediaan akhir            (199.659)           (199.659)              (199.659)            (199.659) 
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   Jumlah bahan baku digunakan            1.012.376           1.012.376             1.012.376           1.012.376  

   Upah langsung                  1.856                  1.856                    1.856                  1.856  

   Persediaan dalam proses                          -                         -                            -                          -  

      Persediaan awal                  4.007                  4.007                    4.007                  4.007  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                          -                         -                            -                          -  

      Persediaan akhir                (9.890)               (9.890)                  (9.890)                (9.890) 

   Jumlah beban pokok produksi           1.008.349           1.008.349             1.008.349           1.008.349  

   Persediaan barag jadi         

      Persediaan awal                61.122                61.122                  61.122                61.122  

      Penambahan dari kombinasi bisnis                          -                         -                            -                          -  

      Pembelian                          -                         -                            -                          -  

      Lain-lain                  3.760                         -                    3.760                  3.760  

      Persediaan akhir              (54.425)             (54.425)                (54.425)              (54.425) 

      Beban peyisihan penurunan nilai persediaan                  2.020                  2.020                    2.020                  2.020  

   Beban tenaga kerja langsung                70.111                70.111                  70.111                70.111  

BEBAN PRODUKSI TIDAK LANGSUNG         

   Gaji dan tunjangan                67.892                67.892                  67.892                67.892  
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   Penyusutan                53.137                53.137                  53.137                69.778  

   Royalti                30.209                30.209                  30.209                30.209  

   Beban utilitas                23.175                23.175                  23.175                23.175  

   Bahan bakar                15.600                15.600                  15.600                15.600  

   Pemeliharaan mesin                13.479                13.479                  13.479                13.479  

   Transportasi                11.228                11.228                  11.228                11.228  

   Pemeliharaan bangunan pabrik                  7.251                  7.251                    7.251                  7.251  

   Perlengkapan laborat                  3.171                  3.171                    3.171                  3.171  

   Perlengkapan produksi                  1.757                  1.757                    1.757                  1.757  

   Sewa                  1.411                  1.411                    1.411                  1.411  

   Asuransi (Aset Tetap)                  1.085                  1.085                    1.085                  1.085  

   Pengolahan air dan limbah                  2.486                  2.486                    2.486                  2.486  

   Biaya perlengkapan produksi                  3.422                  3.422                    3.422                  3.422  

   Biaya riset da pengembangan produk                  1.430                  1.430                    1.430                  1.430  

   Lain-lain                  7.501                         -                    7.501                  7.501  

Jumlah Beban produksi tidak langsung              244.234              236.733                244.234              260.875  

Jumlah Beban Pokok Penjualan            1.335.171           1.323.910             1.335.171           1.351.812  
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LABA KOTOR              883.365              894.626                883.365              866.724  

BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN         

   Iklan dan promosi              202.768              202.768                202.768              202.768  

   Gaji dan tunjangan                43.450                43.450                  43.450                43.450  

   Bongkar muat                26.846                26.846                  26.846                26.846  

   Bonus outlet                  9.839                         -                            -                          -  

   Perjalanan dinas                  3.276                         -                    3.276                  3.276  

   Hubugan masyarakat                  2.578                  2.578                    2.578                  2.578  

   Angkutan penjualan                   2.009                  2.009                    2.009                  2.009  

   Salesman operational                  1.669                  1.669                    1.669                  1.669  

   Penyusutan                  1.550                  1.550                    1.550                  1.550  

   Sumbangan                  1.465                         -                    1.465                  1.465  

   Pemeliharaan                  1.317                  1.317                    1.317                  1.317  

   Sewa                     197                     197                       197                     197  

   Seminar, penyuluhan, dan rapat                     135                     135                       135                     135  

   Lain-lain                  5.932                         -                    5.932                  5.932  

Jumlah beban penjualan dan pemasaran            (303.031)           (282.519)              (293.192)            (293.192) 
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BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI         

   Gaji dan tunjangan                42.298                42.298                  42.298                42.298  

   Penyusutan                14.486                14.486                  14.486                14.486  

   Imbalan kerja                  9.722                  9.722                    9.722                  9.722  

   Sewa                  5.198                  5.198                    5.198                  5.198  

   Jasa professional                  3.729                  3.729                    3.729                  3.729  

   Perbaikan dan pemeliharaan                  3.625                  3.625                    3.625                  3.625  

   Perjalanan dinas                   2.578                         -                    2.578                  2.578  

   Sumbangan                  2.555                         -                    2.555                  2.555  

   Listrik                  2.189                  2.189                    2.189                  2.189  

   Seminar dan rapat                  1.495                  1.495                    1.495                  1.495  

   Pajak dan denda pajak                  1.222                         -                            -                          -  

   Keperluan RS                  1.159                         -                            -                          -  

   Bahan Bakar                  1.094                  1.094                    1.094                  1.094  

   Keperluan kantor                  1.067                  1.067                    1.067                  1.067  

   Komunikasi                      989                     989                       989                     989  

   Perijinan                     966                     966                       966                     966  
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   Lain-lain                  7.514                         -                    7.514                  7.514  

Jumlah beban umum dan administrasi             (101.886)             (86.858)                (99.505)              (99.505) 

PENDAPATAN KEUANGAN         

   Pendapatan bunga deposito berjangka - bersih                65.659                         -                            -                          -  

   Pendapatan bunga dari pihak berelasi                          -                         -                            -                          -  

   Pendapatan jasa giro                  5.162                         -                            -                          -  

Jumlah pendapatan keuangan                70.821                         -                            -                          -  

BEBAN KEUANGAN         

   Administrasi bank                          -                         -                            -                          -  

   Bunga pinjaman bank                       51                       51                         51                       51  

Jumlah beban keuangan                     (51)                    (51)                       (51)                     (51) 

PENDAPATAN LAIN-LAIN         

   Pendapatan sewa                10.088                         -                            -                          -  

   Laba atas pelepasan investasi                          -                         -                            -                          -  

   Pemulihan penyisihan atas piutang usaha                     376                     376                       376                     376  

   Laba atas pelepasan aset tetap                     220                     220                       220                     220  

   Lain-lain                  2.369                         -                    2.369                  2.369  
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Jumlah pendapatan lain-lain                13.053                     596                    2.965                  2.965  

BEBAN LAIN-LAIN         

   Penyisihan penurunan nilai piutang                       11                       11                         11                       11  

   Rugi selisih kurs                  1.861                  1.861                    1.861                  1.861  

   Lain-lain                          -                         -                            -                          -  

Jumlah beban lain-lain                (1.872)               (1.872)                  (1.872)                (1.872) 

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN              560.399              523.922                491.710              475.069  
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1. Perhitungan Pajak Untuk Alternatif 1 

Besar Pajak Penghasilan = Laba sebelum pajak x 25% 

    = 491.710.000.000 x 25% 

    = 122.927.000.000 

PPh Terutang      122.972.500.000 

Kredit pajak 

 UM PPh 25     119.820.000.000 

KURANG BAYAR (PPh Pasal 29)       3.107.500.000 

Angsuran PPh 25 per bulan  = 
               

  
 

     = 10.243.958.333 

2. Perhitungan Pajak Untuk Alternatif 2 

Besar Pajak Penghasilan = Laba sebelum pajak x 25% 

     = 475.069.000.000 x 25% 

     = 118.767.250.000 

 PPh Terutang      118.767.250.000 

 Kredit pajak 

  UM PPh 25     119.820.000.000 

 KURANG BAYAR (PPh Pasal 29)       (1.052.750.000) 

 Angsuran PPh 25 per bulan  = 
               

  
 

      = 9. 897.270.833 
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Dari perhitungan diatas dapat diperoleh laba setelah pajak perusahaan PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yang selanjutnya akan dapat digunakan untuk 

membandingkan berapa selisih laba jika diterapkan tax planning.  

Tabel 4.14 

Efisiensi Beban Pajak 

Alternatif 
Beban Pajak 

Sebelum Tax 

Planning 

Beban Pajak 

Sesudah Tax 

Planning 

Selisih Beban 

Pajak 

1 

   

20.264.750.000  

     

3.107.500.000  

  

17.157.250.000 

2 

   

20.264.750.000       - 

  

20.264.750.000  

Sumber: PT Industri Jamu dan Farmasi Tbk (Data diolah) 

 

 

Tabel 4.15 

Efisiensi Laba Bersih 

Alternatif 
Laba Bersih 

Sebelum Tax 

Planning 

Laba Bersih 

Setelah Tax 

Planning 

Selisih Laba 

Bersih 

1 

 

523.922.000.000  

   

491.710.000.000  

  

32.212.000.000  

2 

 

523.922.000.000  

   

475.069.000.000  

  

48.853.000.000  

Sumber: PT Industri Jamu dan Farmasi Tbk (Data diolah) 

 

1. Dari table 4.15 dapat diketahui bahwa alternatif 1 memiliki penghematan 

sebesar Rp. 32.212.000.000 yang didapat dari penyertaan bukti normatif dan 

bukti pengeluaran yang sah pada SPT Tahunan yang dilakukan oleh 

perusahaan  pada pos beban lain lain, pos sumbangan, pos perjalanan dinas 

sehingga transaksi tersebut dapat dibiayakan. 

2.  
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Presentase % = 
                   

                     
       

   = 
              

               
       

   = 24,5% 

Alternative diatas memiliki pengaruh sebesar 24,5% untuk menghemat pajak 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

3. Pada alternatif ke 2 terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 48.853.000.000 

yang tercatat pada table 4.15. Penghematan tersebut diperoleh dari penerapan 

alternatif 1 dan perubahan penghitungan metode penyusutan menjadi metode 

saldo menurun. 

Presentase % = 
                   

                     
       

   = 
              

               
       

   = 37,3 % 

Alternative diatas memiliki pengaruh sebesar 37,3% untuk menghemat pajak 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

4.6.3 Evaluasi atas Perencanaan Pajak 

 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian 

kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluran 

selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Evaluasi ini dilakukan setelah 

melakukan perencanaan pajak. Evaluasi ini akan menghasilkan 3 kategori hasil, 
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antara lain: tidak melaksanakan perencanaan pajak, menerapkan perencanaan 

pajak dan berhasil, dan menerapkan perencanaan pajak, namun gagal dalam 

pelaksanaannya. Perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-

lain yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-pos 

yang dikurangkan dari perhitungan pajak (deductible items) yang dapat dibawa ke 

pengadilan. 

Rumus untuk menghitung laba dan rugi atas suatu perencanaan pajak  

Formulasi untuk menghitung laba dan ruginya suatu perencanaan pajak sebagai 

berikut 

A = Estimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan  

  perencanaan pajak 

B = Estimasi laba kotor suatu proyek jika dilaksanakan perencanaan  

  pajak 

C = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan 

D = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan  

  baik 

E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tapi  

  gagal 

F = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak  

  tidak dilaksanakan 

G = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak  

  Dilaksanakan 
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Formulasi ini bisa dipakai dengan kombinasi berikut:  

4. Jika (A-F) lebih besar dari (B-G) rencana tersebut jangan dilaksanakan, 

kecuali jika perbedaan lebih kecil dari (C-D) 

5. Jika E dianggap lebih material dari C maka keputusan untuk melaksanakan 

atau tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung pada 

kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut. Jika tidak ada 

perbedaan material (A-F) dan (B-G), maka bandingkan antara (C-D) dan 

(E-C) untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak 

tersebut 

6. Jika terdapat perbedaan material antara (A-F) dan (B-G) maka keputusan 

untuk dilaksanakan atau tidaknya perencanaan adalah dengan 

mebandingkan antara :  

{B – (D+G)} – {A – (C+F)} dengan {A – (C+F)} – {B – (E+G)} 

Diketahui: 

A = 894.626.000.000    B = 883.365.000.000 

C = 130.980.500.000    D = 122.927.500.000 

F = 371.103.000.000    G = 394.620.000.000 

Ditanya: E = ……? 

Jawab: 

1. (A-F)  = (894.626.000.000 - 371.103.000.000) 
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 = 523.523.000.000 

2. (B-G) = (883.365.000.000 - 394.620.000.000) 

 = 488.745.000.000 

3. (C-D) = (130.980.500.000 - 122.927.500.000) 

 = 8.053.000.000 

4. (C-D)    =   (E-C) 

8.053.000.000  =  E - 130.980.500.000 

  E = 130.980.500.000 + 8.053.000.000 

  E = 139.033.500.000 

5. {B – (D+G)}  ={883.365.000.000 – (122.927.500.000+394.620.000.000)} 

  = 365.817.500.000 

6. {A – (C+F)} ={894.626.000.000- (130.980.500.000 + 371.103.000.000)} 

  = 392.542.500.000 

7. {B – (E+G)} ={883.365.000.000 – (139.033.500.000+394.620.000.000)} 

  = 384.489.500.000 

Analisa formulasi yang bisa dipakai aplikasinya adalah sebagai berikut: 

1. (A-F)   > (B-G) 

523.523.000.000 > 488.745.000.000 

Berdasarkan perhitungan diatas maka (A-F) lebih besar dari (B-G) maka 

rencana tersebut jangan dilaksankan karena estimasi laba kotor dan biaya 

selain pajak untuk pelaksanaan perencaan pajak jika tidak dilaksanakan 

nilainya lebih besar dari estimasi laba dan biaya selain pajak untuk tetap 

melaksanakan perencanaan pajak. 
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2. Nilai E lebih material daripada nilai C, atau artinya beban pajak apabila 

dilaksanakan perencanaan pajak namun gagal lebih besar disbanding nilai 

beban paja tanpa menggunakan perencanaan pajak. Sehingga baiknya 

perencanaan tersebut tidak dilaksanakan mengingat jumlah beban dalam 

pelaksanaan yang gagal memberikan nilai yang besar.  

3. {B – (D+G)} – {A – (C+F)}     dengan {A – (C+F)} – {B – (E+G)} 

365.817.500.000 – 392.542.500 dengan 392.542.500 – 384.489.500.000 

-26.725.000.000       dengan 8.053.000.000 

Melihat dari perhitungan diatas, menyatakan bahwa resiko yang 

ditanggung apabila melaksanakan perencanaan dan gagal dalam 

penerapannya memiliki nilai negatif 26.725.000.000. atau rugi sebesar 

26.725.000.000 Maka sebaiknya perencanaan tersebut tidak dilaksanakan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk telah menerapkan 

perencanaan pajak dalam hal memaksimalkan biaya fiskal dan 

memnimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. 

Penerapan terrsebut melalui pemastian perseroan dalam  memberikan 

remunerasi karyawan di atas standar pengupahan minimum yang 

ditetapkan pemerintah. Selain gaji tetap, remunerasi yang diterima 

karyawan berupa fasilitas dan tunjangan 

2. Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya untuk mengefisensikan 

beban pajak. Hal tersebut telah terbukti dalam uraian dibawah ini : 

a. Menunda pembayaran pajak melalui penggunaan metode penyusutan 

saldo menurun memiliki selisih lebih besar daripada menggunakan 

perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Selisih tersebut 

sebesar Rp.16.641.000.000. Jika diukur dengan skala presentase 

memiliki keuntungan sebesar 12,7% dari pajak terutang perusahaan. 

Namun berdasarkan aspek kinerja keuangan, penggunaan metode 

penyusutan saldo menurun tidak disarankan, karena memberikan nilai 

lebih beban penyusutan lebih tinggi dawal tahun penggunaan metode 
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b. tersebut. Apabila dilihat dari aspek present value atau jangka panjang, 

metode penyusutan saldo menurun dirankan untuk digunakan. 

c. Pemberian tunjangan dengan metode gross up berhasil memberikan 

penghematan pajak sebesar Rp. 580.252.198 atau 0,4% dari pajak 

terutang perusahaan. 

3. Evaluasi perencanaan pajak memberikan hasil bahwa Formulasi 

perhitungan (A-F) lebih besar dari (B-G), maka rencana tersebut jangan 

dilaksankan karena estimasi laba kotor dan biaya selain pajak untuk 

pelaksanaan perencaan pajak jika tidak dilaksanakan nilainya lebih besar 

dari estimasi laba dan biaya selain pajak untuk tetap melaksanakan 

perencanaan pajak. 

5.2 Saran 

 Berdasarakan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran 

dalam upaya pengembangan dan perbaikan 

1. Bagi perusahaan 

a. Metode penyusutan saldo menurun dapat mengecilkan beban pajak 

jika dilihat dari aspek present value, namun metode ini tidak 

disarankan jika untuk perusahaan yang sedang bertahan di kancah 

persaingan global, karena akan  mengakibatkan penurunan laba yang 

dapat mempengaruhi pada kinerja keuangan 

b. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 

diperkenankan sebagai pengurang dapat diterapkan pada pemberian 

natura dalam bentuk tunjangan pajak, dan penyeertaan bukti normatif 
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pada beberapa akun (beban lain-lain, perjalanan dinas, sumbangan, 

pendapatan lain-lain). 

c. Rekonsiliasi SPT 

d. Pengajuan penurunan angsuran massa PPh pasal 25 

e. Menghindari pemerikasaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat 

jendral pajak dilakukan terhadap wajib pajak. Dapat digunakan untuk 

mengecilkan denda dan sanksi pajak. 

f. Menghindari lebih bayar pajak terutang 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Diharapkan dimasa yang akan datang, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber data atau acuan untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor 

lain seperti menghitung analisis tingkat keberhasilan dan kegagalan pada 

setiap aspek perencanaan, disertai dengan analisis yang memiliki lebih 

banyak aspek kepentingan. 
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